Menimbang

Mengingat

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

_ bahwa untuk imelaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan untuk tertib administrasi pengelolaan
keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
ota Batam (Lembaran Negara

Kabupaten Kuantan Singingi dan K

Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4880);

] ’ Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200.3 tentang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



_C,"I

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4400j;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3848);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

ak Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Peraturan Daerah Kabupaten Si ]
h Kabupaten Siak

Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daera
Tahun 2020 Nomor 6.
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. BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

upati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Siak. Urusan Pemerin tahan - oleh
Pemerintahan Daerah adalah penyelengsateon nurut asas otonomi

) . an ilan Rakyat Daerah me .
h Daerah dan Pewan Perwaki : dan
B s mbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dglam mzter(;l con
dan tugas pe bagaimana dimaksud da a
prinsip

negara Kesatuan Republik Indonesia S€
Undang-Undang Dasar Negara Repu

blik Indonesia Tahun 1045.
Pemerintah  Daerah adalah kepala Daerah sebagal UDSUl penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pe

laksanaan Uruean Pemerinfahian Yang
menjadi kewenangan Daerah otonom

Bupati adalah Bupati Siak
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan
hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah merupakan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan
belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan
pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih
Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah
atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
Kegiatan/Sub Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1
(satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya ..
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi
dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk
menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. o
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan
membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan
belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan
SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.



a Perangkat Daerah yang
dokumen yang memuat
lanja SKPD atau dokumen yang memuat pembahaq
pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan

anaan Anggaran Satuan Keryj

Dokurmnen Pelaks
13 Perubahe” Lahan DPA-SKPD adalah

selanjutnya disingkat DPeru
perubahan pendapatan dan be
pendapatan, belanja, dan
bendahara umum daerah yang
anggaran oleh pengguna anggaran. .
14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingka
menyatakan tersedianya dan/ilp Bsgbagal dasar p
atas pelaksanaan .
15.1}22222§2§2?1 LanI;sung yang selanjutnya dising.kat LS adglah Pe?lls)aﬁaarsa‘l;
Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak la't(mrlly:a na : meleﬂﬁi
perjanjian kerja, surat tugas,- dan/atau surat perintah kerja lainny
penerbitan surat perintah membayar langsung.

16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya.dising . ;
digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan an

engeluaran DPA-SKPD. . _
17.1§ur§t Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM LS adaltah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas

beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen

yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

19. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

20. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21 Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah.

22 Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wayjib
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah.

24. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Rekomendasi yang selanjutnya disingkat
SKPD Pemberi Rekomendasi adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang bertanggung
jawab atas pengusulan, evaluasi, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pertanggungjawaban, pelaporan dan monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

25. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.

97 Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

28. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan/ Sub
Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

t SPD adalah dokumen yang
enerbitan surat permintaan

kat SPM adalah dokumen yang
a atas beban
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29. Pejabat Penatausahaan ‘ ‘
se{anjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaks
de i selanjuinya disingkat APIP adalah

30.

usaha keuangan pa
n Intern

h yang dibentulk dengan
merintah pus

tugas melaksanakan pengawasan

Aparat Pengawasa
at dan/atau pemerintah daerah.

Instansi pemerintai 3
intern (audit intern) dilingkungan pe

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:
a. Hibah;
b. Bantuan sosial;
c. Audit; .
d. Larangan dan sanksi;
e. Monitoring dan evaluasi; dan . ‘ .
f Pendaftaran, pengusulan dan evaluasi Hibah dan bantuan sosial melalui sistem
berbasis elektronik. ‘
BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
(1) Pemerintah Kabupaten Siak dapat memberikan Hibah kepada:
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah daerah lain;
c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan /atau
d. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia.
e. partai politik.
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
(3) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang yang
diberikan secara langsung kepada penerima Hibah untuk pelaksanaan prograi,
kegiatan dan sub kegiatan. : :
(4) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
barang atau jasa yang diberikan secara langsung kepada penerima Hibah.
(5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak dan setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
(6) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
n sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah

Daerah dalam mendukung
dan kemasyarakatan
an manfaat untuk

menunjang pencapaia
Kabupaten Siak sesuai
terselenggaranya fungsi
dengan memperhatikan asas

masyarakat.

urgensi dan kepentingan
pemerintahan, pembangunan
keadilan, kepatutan, rasionalitas d
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(4)
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rincian objek, dan su

objek, ke pe
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkai
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ja Hil dan kewenangan
aran belanja Hibah yang bukan merupakan urusan
Poranint J n Siak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Pemerintah Kabupate

undangan yang bertujuan untu :
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupat

yang melaksanakan urusan pemerintahan umur
peraturan perundang—undangan.

k menunjang pencapaian sasaran program,
en Siak, dianggarkan pada SKPD
n sesuai dengan ketentuan

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling

sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat; '
c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan

pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya

dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan;
7 badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah
Kabupaten Siak sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
3. partai politik dan/atau
4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Siak dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

dan
e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 4

Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a diberikan kepada satuan kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang
wilayah kerjanya berada dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Siak
yang antara lain diberikan kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan untuk

penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.

Hibah dari Pemerintah Kabupaten Siak kepada pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilarang tumpang tindih pendanaannya
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pemberian Hibah
harus dialokasikan dalam APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
da daerah otonom baru hasil pemekaran Pemerintah
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
ngkutan sesuai dengan ketentuan

Hibah kepada pemerintah
(1) huruf b diberikan kepa
Kabupaten Siak dan harus dialokasikan
Daerah pemerintah daerah lain yang bersa

peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf ¢ diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(6)

(7)

(1)

(2)

Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima
Pemerintah Kabupaten Siak dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat (1) huruf c tidak dapat diberikan berupa barang kecuali uang atau jasa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf d diberikan kepada badan atau lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat
Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri atau
Gubernur atau Bupati; atau

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa
kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya
diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten Siak melalui
pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD
terkait sesuai dengan kewenangannya.

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Siak sesuai dengan kewenangannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi
masyarakat yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian
yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e
diberikan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 5

Hibah kepada badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7)

diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a.. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
b. memiliki keterangan domisili dari kelurahan/desa/kampung setempat atau

sebutan lainnya; dan
c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Siak
dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi
Pemerintah Kabupaten Siak untuk menunjang pencapaian sasaran program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Siak selaku pemberi Hibah.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (8) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

o telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak

asasi manusia,
b. berkedudukan dalam wilayah a
c. memiliki sekretariat tetap di wilaya

dministrasi Pemerintah Kabupaten Siak; dan
h administrasi Kabupaten Siak.



(3) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf e yaitu berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang
mendapatkan kursi di DPRD yang besaran penganggaran belanja bantuan
keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kedua
Pengusulan

Pasal 6

Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan atau lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalani’ Pasal 3 ayat (1) dapat
menyampaikan usulan Hibah baik berupa uang atau berupa barang/jasa secara
tertulis kepada Bupali Cq. SKPD Pemberi Rekomendasi paling lambat sebelum
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau sebelum Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) ditetapkan.

Setiap usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperkenankan
berupa satu usulan tertulis yaitu berupa surat permohonan dan proposal Hibah.

SKPD Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
tugas dan wewenang SKPD Pemberi Rekomendasi berkenaan.

Dalam hal usulan penganggaran belanja Hibah bukan merupakan urusan dan
kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran
program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Siak, maka usulan
penganggaran Hibah dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan
pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan
Pemerintah Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bertindak
selaku SKPD Pemberi Rekomendasi adalah SKPD Sekretariat Daerah.

Pasal 7

Usulan tertulis dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN atau BUMD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:
a. surat permohonan; dan

b. proposal.

Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b ditandatangani oleh:
a. pemerintah pusat ditandatangani oleh

Pengguna Anggaran,
b. pemerintah daerah lain ditandatangani oleh Kepala Daerah; dan

BUMN atau BUMD ditandatangani oleh direktur utama/pimpinan/ sebutan

Pénégtlna 'Anggaran atau Kuasa

C.
lainnya.

(1) huruf b paling sedikit memuat:

a. proposal Hibah berupa uang:
1. identitas dan alamat pengusul;
2. latar belakang;
3. maksud dan tujuan; dan



4. rincian rencana penggunaan Hibah/Rincian Anggaran Biaya (RAB).

b. proposal Hibah berupa barang/jasa:

identitas dan alamat pengusul;

latar belakang;

maksud dan tujuan;

jenis barang/rincian pekerjaan jasa;

volume, harga/rincian biaya barang/jasa; dan
lokasi pemberian barang/jasa.

QUR LN~

Pasal 8

(1) Usulan tertulis dari badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan

(3)

(4)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:
a. surat permohonan;

b. proposal; dan

c. kelengkapan dokumen administrasi.

Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b ditandatangani oleh ketua/pimpinan badan, lembaga atau organisasi

kemasyarakatan.

Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
a. proposal Hibah berupa uang:
1. identitas dan alamat pengusul;
2. latar belakang;
3. maksud dan tujuan; dan
4. rincian rencana penggunaan Hibah/Rincian Anggaran Biaya (RAB).
b. proposal Hibah berupa barang/jasa:
identitas dan alamat pengusul;
latar belakang;
maksud dan tujuan;
jenis barang/rincian pekerjaan jasa,
volume, harga/rincian biaya barang/jasa; dan
lokasi pemberian barang/jasa.

R N

Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling

sedikit terdiri dari:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua/pimpinan badan, lembaga atau

organisasi kemasyarakatan,

b. fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat
pengesahan dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi
manusia atau Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati tentang
pembentukan organisasi/Lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. fotokopi surat keterangan domisili dari kelurahan/desa/kampung setempat

" atau sebutan lainnya; )

e. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang bervy'enang;

. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa
bangunan/gedung atau dokumen Jain yang dipersamakan dengan masa

berlaku sewa minimal 2 tahun; dan ' -
g. surat pernyataan tanggung jawab pengusul bermaterai cukup sebagaimana

tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
h. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan,
organisasi kemasyarakatan u ntuk Hibah berupa uang.

lembaga atau



5) Dokumen adminis .
huruf f, dikecualikan bagt:

a.
b. majelis taklim; dan

C.

(6) Dokumen adminis

(1)

(2)

(7)

(8)

trasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) NUIUL W, s e~ ==

mpok masyarakat
g tidak berbadan

tempat ibadab;
yang dikelola oleh kelo

dikan Al-Quran,
| kemasyarakatan yan

taman/tempat pendi > .
bersifat sosia

secara sukarela yang
hukum.

trasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4_) hL.lruf b dan h}lruf e
badan atau lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagaimana

dikecualikan bagi
sal 4 ayat (7).

dimaksud dalam Pa

Bagian Ketiga
Evaluasi Usulan

Pasal 9

mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)

Kepala SKPD Pemberi Rekomendast sebagal
melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan 1<e1ayal{gm Ugﬂlgﬂ

Hibah baik berupa uang atau berupa barang/jasa secara tertulis dan dokumen
terkait lainnya serta untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian

administrasi dan peninjauan lapangan.

elancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

Dalam rangka k
Pemberi Rekomendasi membentuk Tim Evaluasi.

(2) Kepala SKPD

strasi dan peninjauan lapangan terhadap
ud pada ayat (2), Tim Evaluasi dapat

kutsertakan unsur SKPD terkait lainnya.

Dalam melakukan penelitian admini
usulan Hibah sebagaimana dimaks
melakukan koordinasi dan/atau mengi

ada ayat (2) dilakukan untuk
dalam pemberian Hibah dan
g ditandatangani oleh Tim

si sebagaimana dimaksud p
tan dan ketentuan
litian administrasi yan

Penelitian administra
meneliti kesesuaian persyara
dituangkan dalam hasil pene
Evaluasi.

ana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di lokasi
kesesuaian antara usulan Hibah dengan fakta di
am berita acara peninjauan lapangan yang

Peninjauan lapangan sebagaim
pengusul Hibah untuk meneliti

lapangan dan dituangkan dal
ditandatangani oleh Tim Evaluasi dan pengusul Hibah.

penelitian administrasi Hibah dan berita acara

dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) kepada
hari kerja setelah berita

Tim Evaluasi menyampaikan hasil
peninjauan lapangan sebagaimana
Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi paling lambat 2 (dua)

acara peninjauan lapangan ditandatangani.

aksud pada ayat (7), Kepala SKPD

erita acara sebagaimana dim
komendasi pengusulan Hibah atau

Pemberi Rekomendasi dapat menerbitkan re
surat penolakan permohonan Hibah yang disampaikan kepada pemohon Hibah

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penelitian administrasi dan berita
acara peninjauan lapangan diterima oleh Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi.

Berdasarkan b
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(1)

(7)

Format laporan hasil penelitian administrasi dan berita acara ;t))enlqjauilg
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dafl ayat (6) se agalmta)l .
tercantum dalam Format 2.1 dan Format 2.2, Format kgputusan Kepala Pember!1
Rekomendasi tentang Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sebagaimana tercantum dalam Format 2.3 serta format §urat penolakan

dimaksud pada ayat (8) sebagaimana tercantum

permohonan Hibah sebagaimana | pa
dalam Format 3 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rekomendasi Pengusulan

Paragraf 1

Rekomendasi Pengusulan Hibah berupa Uang

Pasal 10

Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita acara peninj.auan lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala SKPD Pemberi Rekomendast
membuat dan menyampaikan surat rekomendasi pengusulan Hibah berupa uang

secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda.

Rekomendasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
persetujuan atau pengurangan atas usulan Hibah.

Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Rencana

Anggaran Biaya (RAB) atas rencana penggunaan Hibah sesuai nominal

rekomendasi.

an pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana

Kepala Bappeda memberik
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan

dimaksud pada ayat (1)
daerah.

pala SKPD Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud
ala Bappeda sebagaimana dimaksud pada

lokasi anggaran Hibah berupa uang dalam

Surat rekomendasi Ke
pada ayat (1) dan pertimbangan Kep
ayat (4) menjadi dasar pencantuman a
rancangan RKPD atau rancangan Perubahan RKPD.

emberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala SKPD P
terial terhadap hasil evaluasi dan

bertanggung jawab penuh secara formal dan ma
rekomendasi atas usulan pemberian Hibah.

Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Format 4.1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Rekomendasi Hibah berupa Barang/Jasa

Pasal 11

Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi
membuat dan menyampaikan surat rekomendasi Hibah berupa barang/jasa

secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda.



(2) Surat rekomendasi sebagaimana dimgksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
a. identitas penerima Hibah barang/jasa;

. nis dan jumlah barang/jasa; . .
o Jsetz;.sdar hJarga satuan (SHS) atau standar satuan pokok kegiatan/sub kegiatan

(HSPK/ASB)
d. barang/jasa; dan
e. nominal.

C.

HS atau HSPK/ASB

: ~ be iasa menggunakan S
Hibah berupa barang/] o kan dengan Rencana

(2) huruf ¢, maka dilampir
k SHS dan HSPK/ASB.

(3) Dalam hal
sebagaimana dimaksud pada ayat

Anggaran Biaya sebagai pembentu
atan/sub kegiatan barang/jasa
diusulkan oleh Kepala SKPD
aerah sebagai penetapan
belanja Hibah berupa

(4) SHS atas barang/jasa atau HSPK/ASB atas kegi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
Pemberi Rekomendasi kepada Kepala Badan Keuangan D
Standar Harga Satuan (SHS) dalam penganggaran

barang/jasa.

(5) Kepala Bappeda memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan

daerah.

(6) Surat rekomendasi Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan pertimbangan Kepala Bappeda sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah berupa barang/jasa
dalam rancangan RKPD atau rancangan Perubahan RKPD.

(7) Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap hasil evaluasi dan
rekomendasi atas usulan pemberian Hibah berupa barang/jasa.

(8) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Format 4.2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Penganggaran

Pasal 12

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
(2) Hibah berupa barang/jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar
penganggaran Hibah dalam APBD atau Perubahan APBD sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarkan
pada SKPD Pemberi Rekomendasi dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan
sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsi SKPD Pemberi Rekomendasi.



na dimaksud dalam Pasal 12 a}_rat_(Q)
asi dan dirinci menurut objek, rincian

au jasa sebagaima
n sub kegiatan sesual

(2) Hibah berupa barang at _
dianggarkan pada SKPD Pembert Rekomend ‘
objek, dan sub rincian objek pada programi, kegiatan, da
dengan tugas dan fungsi SKPD Pemberi Rekomendasi.

Pasal 14

a dimaksud dalam Pasal 12,
antumkan dalam

han APBD sesuai

an APBD atau Perubahan APBD sebagaimana dl .
alamat penerima dan besaran Hibah dic
i tentang Penjabaran APBD atau Peruba

Berdasark
daftar nama penerima,
Lampiran Peraturan Bupat
ketentuan peraturan perundang—undangan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang dan Hibah berupa barang/jasa
berdasarkan atas DPA-SKPD Pemberi Rekomendasi.

Pasal 16

(1) Penetapan Penerima Hibah berupa uang atau barang/jasa didasarkan pada
Qanun tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

APBD/Penjabaran Perubahan APBD.

(2) Daftar penerima Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
besaran uang yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD

Pemberi Rekomendasi.

Kebenaran data dan keabsahan dokumen persyaratan penerima Hibah berupa
uang atau barang/jasa yang tercantum dalam daftar penerima Hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab SKPD Pemberi

Rekomendasi.

(3)

Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar
penyaluran Hibah. ’

Paragraf 2
NPHD Hibah berupa Uang

Pasal 17

unang terlebih dahulu dituangkan dalam Naskah

(1) Setiap pemberian Hibah berupa
yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Pemberi

Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
Rekomendasi dan Penerima IHibah.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan

mengenai:
a. pemberi dan penerima Hibah;

b. tujuan pemberian Hibah;



besaran/rincian penggunaarn Hibah yang akan diterima;

hak dan kewajiban;

tata cara penyaluran / penye
tata cara pelaporan Hibah,;

audit, dalam hal nilai Hibah berupa Uang ber
Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah); dan

h. sanksi.

rahan Hibah;
nilai lebih besar daripada

@™o Qo0

(1) disiapkan oleh SKPD
diajukan permohonan
ima Hibah kepada Kepala

_ . . . )
D berupa uang scbagaimana dimaksud pada aya
) Bom ke y Penerima Hibah dan

Pemberi Rekomendasi atau
'penandatanganan NPHD Hibah berupa uang oleh Pener

SKPD Pemberi Rekomendasi.
¢ i dasi

andatangan NPHD, Kepala SKPD Pemberi Rekomen
i es ; bagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4) Sebelum dilaku !
litian kesesuaian NPHD se

melakukan pene

o fen i (RAB) atas penggunaan Hibah;

a. Rencana Anggaran Biaya atas pengg ;

b. nilai besaran Hibah yang tercantum dalam Qanun tentang APBD /Perubahan
Penjabaran APBD/ Penjabaran Perubahan

APBD dan Peraturan Bupati tentang

APBD; dan
c. Keputusan Kepala SKPD Pem

Hibah.

beri Rekomendasi mengenai daftar penerima

atanganan NPHD berupa uang sebagaimana

(5) Bentuk surat permohonan penand
dalam Format 6 Lampiran Peraturan Bupati

dimaksud pada ayat (3) tercantum
ini.

(6) Bentuk NPHD Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Format 7.1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

yang belum dimuat dalam format NPHD
Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi dan
han klausul perjanjian sesuai

(7) Dalam hal terdapat klausul perjanjian
sebagaimana dimaksud pada ayat (6},
penerima Hibah dapat melakukan penamba
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
NPHD berupa Barang/Jasa

Pasal 18
n Hibah berupa barang/jasa terlebih dahulu dituangkan dalam

oleh Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi dan penerima
berdasarkan DPA-SPKD atau Perubahn DPA-SKPD.

(1) Setiap pemberia
NPHD yang ditandatangani
Hibah berupa barang/jasa

(2) NPHD atas Hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat ketentuan mengenai:
pemberi dan penerima Hibah;
tujuan pemberian Hibah;

besaran/rincian penggunaan

hak dan kewajiban;
tata cara penyaluran/ penyerahan Hibah;

tata cara pelaporan Hibah; dan
sanksi

Hibah yang akan diterima;

™S>0 oo op



\V’ - 3 1 = & g D .
melakukan penelitian Kesesuaias v sae
dengan:

a. nilai besaran

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

- —

g APBD/ Perubahan

un tentan
rubahan

ercantum dalam Qan .
APBD/Penjabaran Pe

Hibah yang t ‘
enjabaran

APBD dan Peraturan Bupati tentang P

APBD; dan ' y
b. Keputusan Kepala SKPD Pemberl Rekomendasi mengen

Hibah.

ai daftar penerima

jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa barang/ ima
aturan Bupatl int.

Bentuk NPHD :
Format 7.2 Lampiran Per

tercantum dalam
dimuat dalam format NPHD,

a Hibah dapat melakukan

sul perjanjian yang belum
peraturan perundang-

Rekomendasi dan penerim

Dalam hal terdapat klau
perjanjian gsesuai ketentuan

Kepala SKPD Pemberi
penambahan klausul

undangan.

Paragraf 4

Pencairan Hibah Berupa Uang
Pasal 19

Pencairan Hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Siak kepada penerima
Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas.

Penerima Hibah mengajukan surat usulan pencairan Hibah kepada Bupati Cq.

Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi dilengkapi dokumen administrasi, meliputi:

a. surat usulan pencairan Hibah yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB)
penggunaan Hibah yang telah disesuaikan dengan nilai besaran Hibah yang
diterima sesuai daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah
dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau Penjabaran

Perubahan APBD;

b. NPHD;

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima Hibah;

d. fotokopi rekening bank yang masih aktif;

e kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap ditandatangani oleh pimpinan dan
bendahara instansi penerima Hibah atau sebutan lainnya;

f. pakta integritas bermaterai cukup; dan

g. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam

rangkap 2 (dua).
Usulan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan

secara sekaligus dan/atau bertahap.

ang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud
kap dan sah oleh SKPD Pemberi Rekomendasi, maka
membuat dan menyampaikan surat
an/sub kegiatan Hibah dan
Hibah berupa uang disertai
dimaksud pada ayat (2)

Terhadap penerima Hibah y
pada ayat (2) dinyatakan leng
Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi
rekomendasi secara tertulis kepada PPTK kegiat
Bendahara Pengeluaran dalam rangka pencairan
dengan Pakta Integritas bermaterai cukup sebagaimana

huruf f.



(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

| Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pi

Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi bertanggung jawab penuh secara formal dan

material atas rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bentuk Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum

dalam Format 8.1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pencairan Hibah diproses oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD pada
SKPD Pemberi Rekomendasi sesuai dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
dari Rekening Kas Umum Daerah ke nomor rekening bank penerima Hibah.

Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada
Kepala SKPD Pemberi Reomedasi melalui PPK-SKPD berdasarkan:

a. DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD;
b. Keputusan Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi tentang penetapan daftar

penerima Hibah;
Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f; dan

c.
d. fotokopi rekening bank yang masih aktif.

Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan
lengkap dan sah oleh PPK-SKPD, PPK-SKPD menyiapkan SPM-LS untuk

ditandatangani oleh Kepala SKPD Pemebri Rekomendasi.

Setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kuasa
BUD menerbitkan SP2D dan selanjutnya mentransfer dana Hibah ke nomor

rekening bank penerima Hibah.

Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, ayat
(3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

an Hibah berupa uang terjadi pergantian
kemasyarakatan/ partai politik penerima
keputusan pergantian / pengangkatan
gkutan sesuai ketentuan

Dalam hal pada saat usulan pencair
pimpinan badan/ lembaga/organisasi
Hibah, harus dibuktikan dengan surat
pimpinan organisasi /lembaga/ partai politik yang bersan
peraturan perundang-undangan.

mpinan badan /lembaga/ organisasi

kemasyarakatan/ partai politik maka pencairan Hibah berupa uang untuk
organisasi/lembaga/partai politik yang bersangkutan ditunda sampail dengan
selesainya sengketa kepengurusan berdasarkan keputusan musyawargh dan/ gtau
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan batas akhir pencatran

tahun anggaran berkenaan.

airan tahun anggaran berkenaan belum

terdapat keputusan musyawarah dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap dalam penyelesaian sengketa kepengurusan sebagaimana d1ma1§suq
pada ayat (2), maka alokasi anggaran Hibah untuk badan, lembaga dan organisasi

kemasyarakatan atau partai politik yang bersangkutan dibatalkan.

Dalam hal sampai batas akhir penc
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Pasal 22

Anggaran melakukan proses

asi selaku Pengguna
dasarkan

Kepala SKPD Pemberi Rekomend
perl;l)gadaan barang/jasa sesuai DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD 'ber lasaran
ketentuan peraturan perundang—undangan yang mengatur mengenat pe g

barang/jasa.

Pasal 23

Rekomendasi kepada penerima Hibah

dari SKPD Pemberi
i penandatanganan NPHD dan Pakta

1) Penyaluran Hi
) . /jasa dilakukan setelah

berupa barang
Integritas.

(2) Penyerahan Hibah berupa harang/jasa disertai dengan berita acara serah terima.

l
‘ .
3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada aya itandata

i h teri bagai dimaksud pad té}c“ Langatl
oleh Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi dan penerima Hibah barang/jasa.

Pasal 24

Penyerahan hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh Kepala SKPD Pemberti
Rekomendasi selaku Pengguna Anggaran kepada penerima Hibah setelah

dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:
berita acara serah terima bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani;

NPHD;
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus;

surat pernyataan tanggung jawab/pakta integritas bermaterai cukup; dan
persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paoo o

Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam

(2)
rangkap 2 (dua).

(3) Terhadap penerima Hibah yang dokumen administrasinya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah oleh Kepala SKPD Pemberi

Rekomendasi, maka penyerahan Hibah dapat dilakukan.

Bentuk format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a tercantum dalam Format 9 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 25

Pertanggungjawaban SKPD Pemberi Rekomendasi atas pemberian Hibah meliputi:

a. Usulan tertulis dari calon penerima Hibah kepada Bupati Cq. Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi;
b. Keputusan Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi

penerima Hibah;
c. NPHD;

tentang penetapan daftar



d. pakta integritas dar

(1)

(2) Bentuk lap

§ penerima fivai yess oo B _—
kan sesuai dengan NPHD dan bertanggung jawab penun peu

] penggunaan Hibah; dan
pons berita acara serah

berian Hibah berupa uang atau :
ang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

diterima akan diguna
secara formal dan materia
Bukti transfer atas pem
terima/bukti serah terima bar

Pasal 26

Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:

a. laporan penggunaan Hibah;

b. surat pernyataan tanggung :
Hibah yang telah diterima teldh diperguna

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap’dan sah
perundang undangan bagi penerima Hibah berupa uang at

acara serah terima/bukti serah terima barang/jasa untu

Hibah berupa barang/jasa.

jawab bermaterai cukup yang menyatakan bahwa
kan sesuai dengan NPHD; dan

sesuai ketentuan peraturan
au salinan berita

k bagi penerima

oran scbagaimana dimaksud pada ayat () huruf a tercantum dalam

Format 10 Lampiran Peraturan Bupati mni.
jawab penggunaan Hibah sebagaimana

(3) Bentuk surat pernyataan tanggung
tum dalam Format 11 Lampiran Peraturan

(2)

(6)

dimaksud pada ayat (1) huruf b tercan
Bupati ini.
Pasal 27

Penerima Hibah bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas

penggunaan Hibah yang diterimanya.

Penerima Hibah menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Bupati Cq. Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi untuk Hibah berupa uang dan Hibah berupa barang/jasa,
paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan selesal atau paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran

Berkenaan.

Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi melakukan monitoring dan evaluasi dalam
rangka evaluasi penggunaan Hibah dan/atau percepatan penyampaian laporan

penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

na dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf ¢

bagaima
ku objek pemeriksaan.

Pertanggungjawaban se€
kan oleh penerima Hibah sela

disimpan dan diperguna
h terdapat sisa anggaran yang belum
akhir tahun anggaran, maka
Cq. Kepala SKPD Pemberi
euangan Daerah selaku PPKD

Terhadap penerima Hibah yang mast
terselesaikan sesuai dengan NPHD sampai dengan
wajib menyampaikan laporan kepada Bupati
Rekomendasi dengan tembusan Kepala Badan K
paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan.

sih terdapat sisa anggaran dan/atau
erkenaan maka penerima Hibah
h paling lambat 1 (satu) bulan
tan selesai atau paling lambat

Dalam hal terdapat penerima Hibah yang ma
tidak dipergunakan sampai dengan akhir tahun b
wajib menyetorkan ke Rekning Kas Umum Daera
perikutnya setelah pelaksanaan kegiatan/sub kegia

tanggal 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan.



Rekomendasl Udidiis  saavesoe

ala SKPD Pemberi '
Keple d pada ayat (2) sebagaimana

luasi sebagaimana dimaksu
o 3 Peraturan Bupati int.

(7) Format keputusan
monitoring dan eva
tercantum dalam Format

Pasal 28

(1) Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf
a, paling sedikit meliputi:

a. surat pengantar yang dit

Rekomendasi;

TR .
b. laporan keuangall, paling sedikit memua ‘ . '
1. rekapitulasi realisasi penggunaan dana Hibah sesual RAB;

inci isasi kegiat an dana Hibah;
9. rincian realisasl kegiatan penggunaan catie ; . '
3. rekening koran bank pada periode diterima dana Hibah sampal dengan

realisasi kegiatan/sub kegiatan, ' . .
4 dalam hal terdapat sisa dana Hibah, dilampirkan bukti setoran
pengembalian sisa dana Hibah ke Rekening Kas Umum Daerah; dan

5. dokumen administrasi lainnya sesual Kelentuan peraturan perundang:

undangan.
c. laporan kegiatan/sub kegiatan, paling sedikit memuat:
1. pendahuluan;
2. pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
3. hasil pelaksanaan kegiatan /sub kegiatan.
d. penutup/kesimpulan.

ujukan kepada Bupati Cq. Kepala SKPD Pemberi

(2) Laporan penggunaan Hibah dan surat pernyataan tanggung jawab bermaterai
cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b dan
ditandatangani serta dibubuhi cap/ stempel oleh :

Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk Pemerintah Pusat;

Kepala Daerah untuk Pemerintah Daerah Lain;
Direktur utama/pimpinan/sebutan Jainnya untuk BUMD atau BUMN; dan

Ketua/pimpinan/sebutan lainnya untuk badan, lembaga, atau organisasi

kemasyarakatan.
e. Ketua/pimpinan/sebutan lainnya untuk Partai Politik.

oo

Pasal 29

Hibah berupa uang dan Hibah berupa barang/jasa dicatat sebagai realisasi belanja
Hibah dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD Pemberi Rekomendasi.

Pasal 30

Realisasi Hibah dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas
Laporan Keuangan SKPD Pemberi Rekomendasi sesuai Standar Akuntansi

Pemerintahan.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

(1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang.



ikan Bantuan gosial sebagaimana
keluarga, kelompok dan/atau
us dan selektif yang bertujuan
ko sosial, kecuali dalam

ah Kabupaten Siak dapat member

2) Pemerint b
@ (1) kepada individu,

dimaksud pada ayat ‘
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus mener

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risi
keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2) adalah kejadian atau peristiwa
krisis sosial, krisis ekonomi, Kkrisis politik,
m yang jika tidak diberikan belanja Bantuan
dak dapat hidup dalam kondisi wajar.

(3) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (

pakan dampak dari
lam, atau bencana ala
makin terpuruk dan ti

yang meru
fenomena a
Sosial akan se
maksud pada ayat (2)

berkelanjutan sebagaimana di )
ahun anggaran sampal

Sosial dapat diberikan setiap t
h lepas dari risiko sosial.

(4) Keadaan tertentu dapat
diartikan bahwa Bantuan
penerima Bantuan Sosial tela

(5) Belanja Bantuan Sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan k.emampuan
keuangan daerah setelah memprioritaskan ~pemenuhan belanja urusan

e hen st 407 UNIAT [ETCT g puiany kecues dentaken fa

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)

meliputi:

a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak

stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau
fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan/atau

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, individu, kelompok dan/ atau

masyarakat dari keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi

individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko

sosial.

(2) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)

meliputi:

a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarak
sosial; atau

b. lembaga non pe¢
yang berperan untuk melindu
yang mengalami keadaan yang

at yang mengalami risiko

merintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain
ngi individu, kelompok, dan/atau masyarakat
tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

(3) Bantuan Sosial berupa uang terdiri atas:
a. Bantuan Sosial yang direncanakan; dan
b. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(4) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)

adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima Bantuan Sosial

seperti:

beasiswa bagi anak miskin;
yayasan pengelola yatim piatu;
nelayan miskin;

masyarakat lanjut usia;
masyarakat terlantar;

masyarakat penyandang disabilitas;
tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu; dan/atau

bantuan lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan pemberian Bantuan Sosial.

SRt o0 op



()

(3)

m Pasal 31 ayat (1)

aimana dimaksud dala '
Sosial

Sosial berupa barang sebag .
B ah baran § langsung kepada penerima Bantuan

adalah barang yang diberikan secara
:?p%rat;tuan kendaraan operasional untuk sekolah luar bias
masyarakat tidak mampt, o
bantuan perahu untuk nelayan miskin; ‘ .
bantuan makanan/ pakaian kepada yatim piatu /tuna sosial;
bantuan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu;
dan lainnya. ' .
Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana di
a dialokasikan kepada individu, keluarga., kelom
yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besqra
penyusunan APBD berdasarkan usulan dgrl calon penerim
dan/atau atas usulan Kepala SKPD Pemberl1 RekomendaSL . .
g. Penganggaran belanja Bantuan Sosial yang dlrencgnakgn Fhanggarkan pada
SKPD Pemberi Rekomendasi dan dirinci menurut objek, rincian .objek, dan sub
rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesual dengan tugas

dan fungsi SKPD Pemberi Rekomendasi. .
h. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat ristko
sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang
apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih
besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain:
1). Bantuan kematian kepada individu/masyarakat;
2), biaya berobat bagi individu/ masyarakat miskin;
3). Bantuan korban kebakaran;
4). Bantuan korban banjir;

5). dan lainnya.
j. Usulan permintaan atas Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya dilakukan oleh Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi.

k. Total pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya tidak boleh melebihi total pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial
yang direncanakan dan penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

a swasta dan

maksud pada ayat (3) huruf
pok dan/atau masyarakat
nnya pada saat
a Bantuan Sosial

mo oo

Pasal 33

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit

memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus,
dapat berkelanjutan; dan

d. sesual tujuan penggunaari.

kecuali dalam keadaan tertentu

a ayat (1) huruf a diartikan bahwa

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pad
lon penerima Bantuan Sosial yang

Bantuan Sosial hanya diberikan kepada ca
ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.

Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b yaitu memiliki identitas kependudukan yang jelas.



(4)

(5)

(1) Rehabilitasi sosial

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksu

(5)

(6)

(1)

(2)

a dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan

rkelanjutan sebagaimana dimaksud pad'a ayat (1) l'mrl.lf c
berian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak h.aru‘s diberikan
dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan dla?tlkan bahwa
kan setiap tahun anggaran sampai penerima Bantuan

Kriteria bersifat sementar

tertentu dapat be
diartikan bahwa pem
setiap tahun anggaran
Bantuan Sosial dapat diberi

Sosial telah lepas dari risiko social.
gunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Kriteria sesuai tujuan peng ana
al meliputt

bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosi
a. rehabilitasi sosial;

b. perlindungan sosial;

c. pemberdayaan sosial;

d. jaminan sosial;

e. penanggulangan kemiskinan; dan
f

penanggulangan bencana.
Pasal 34

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf a

memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang

ditujukan untuk
melaksanakan fungsi sosialnya secara

mengalami disfungsi sosial agar dapat
wajar.
d dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b

an menangani risiko dari guncangan dan kerentanan
kelompok masyarakat agar kelangsungan

kebutuhan dasar minimal.

ditujukan untuk mencegah d
sosial seseorang, keluarga maupun
hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan

d dalam Pasal 33 ayat (5) huruf c
tau kelompok masyarakat yang
sehingga mampu memenuhi

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksu
ditujukan untuk menjadikan seseorang a
mengalami masalah sosial mempunyai daya,

kebutuhan dasarnya.

a dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf d

Jaminan sosial sebagairnan
penerima bantuan agar

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6)
huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang
dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai
atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi

kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf f

Penanggulangan bencan
untuk rehabilitasi.

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan

Pasal 35

Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh

penerima Bantuan Sosial.

ana dimaksud pada ayat (1) merupakan

Bantuan Sosial berupa uang sebagaim
kepada penerima Bantuan Sosial yang

uang yang diberikan secara langsung
antara lain berupa:

a. beasiswa bagi anak miskin;

b. yayasan pengelola yatim piatu;



nelayan miskin; .

masyarakat lanjut usia;

masyarakat terlantar; .
isabilitas;

masyarakat penyandang disabilitas; . .

tunjangan kesehatan putra-putrl pahlawan yang tidak mampu; dan/ atgu‘. |

bantuan lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan pemberian Bantuan Sosial.

SR O QO

(3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksuq pada ayat (1) mer.ulpakan
barang yang diberikan secara langsung kepada penerima Bantuan Sosial yang

antara lain berupa:
a. bantuan kenda
masyarakat tidak mampu, o
pbantuan perahu untuk nelayan miskin; . .
bantuan makanan/ pakaian kepada yatim piatu /tuna sosial;

ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampuy; dan/ atcau .
pantuan lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan pemberian Bantuan Sosial.

raan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan

oo T

(4) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas

penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.

Bagian Kedua
Bantuan Sosial yang Direncanakan

Paragraf 1
Pengusulan

Pasal 36

(1) Bantuan Sosial yang direncanakan dapat berupa uang atau barang.

(2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diusulkan dari calon penerima Bantuan Sosial dan/atau atas usulan Kepala SKPD

Pemberi Rekomendasi.

(3) Usulan Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan Bantuan Sosial yang diberikan kepada individu dan/atau keluarga.

(4) Jumlah pagu usulan Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling tinggi kurang dari 50% (lima puluh persen) dari pagu Bantuan
Sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima Bantuan Sosial.

Paragraf 2
Pengusulan Calon Penerima Bantuan Sosial
Berupa Uang

Pasal 37

masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah dapat

(1) Individu, keluarga,
lis Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang.

mengajukan usulan tertu
(2) Usulan tertulis dari individu, keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berupa:
a. proposal, paling sedikit memuat:

1. identitas pengusul;

2. alamat pengusul;



3. latar belakang;
4. maksud dan tujuan; dan '
5. rencana penggunaan Bantuan Sosial.
b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat:
1. fotokopi Kartu Tanda Pendu_duk 1()KTP);
nvataan tanggung jawab;
g 231{23 I?{eerteifangan tidii mgajmpu dari kelurahan/desa/kampung setempat;

dan o
4. salinan rekening ba

mbaga non pemerintah sebagaimana dimaks

nk yang masih aktif. _
ud pada ayat

(3) Usulan tertulis dari le

(1), berupa:
a. proposal, paling sedikit memuat:

1. identitas pengusul;

9. alamat pengusul;

3. latar belakang;

4. maksud dan tujuan; dan ‘

5. rencana penggunaan Bantuan Sosial/Rencana Anggaran Biaya (RAB).

b dokumen administrasi, paling sedikit memuat: .
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua/pimpinan/sebutan lainnya

Lembaga non pemerintah;

2. fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat
pengesahan dari Kementerian yang membidangi hukum atau Keputusan
Gubernur atau Keputusn Bupati tentang pembentukan organisasi/ lembaga
atau dokumen lain yang dipersamakan;

3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
fotokopi surat keterangan domisili lembaga dari kelurahan/desa/kampung

4.
setempat,
5. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang
berwenang;
ilikan tanah atau bukti perjanjian

6. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepem
sewa bangunan/gedung atau dokumen lain yang dipersamakan dengan

masa berlaku sewa minimal 2 tahun;
7. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup; dan
8 salinan rekening bank yang masih aktif atas nama Lembaga non

pemerintah.

Pasal 38

Bantuan Sosial secara tertulis dan/atau dokumen administrasi sebagaimana
an kepada Bupati Cq. Kepala SKPD Pemberi
pkan.

Usulan
dimaksud dalam Pasal 37 disampaik
Rekomendasi paling lambat sebelum RKPD atau Perubahan RKPD diteta

Paragraf 3

Pengusulan oleh Kepala SKPD atas Bantuan Sosial Berupa Uang Kep
dan/atau Keluarga

ada Individu

Pasal 39

si dapat mengajukan surat usulan tertulis

(1) Kepala SKPD Pemberi Rekomenda
direncanakan sebagaimana dimaksud dalam

Bantuan Sosial berupa uang yang
Pasal 36 ayat (2).

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendataan SKPD dan
tanpa permohonan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial.



t memuat data:

ud pada ayat (1) paling sediki lata:
alamat, usia, jenis

3) Surat usulan sebagaimana dimaks
X a. Nama calon penerima, Nomor Induk Kependudukan (NIK),
kelamin; dan
b. besaran Bantuan Sosial.
1

(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa data softcopy dalam

bentuk PDF dan/atau hardcopy.
(5) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Format 12
Lampiran Peraturan Bupati ini. |
ertanggung jawab penuh secara formil dan
a dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan

(6) Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi b
b mutlak bermaterai cukup.

materiil atas surat usulan sebagaiman
dalam surat pernyataan tanggung jawa

Pasal 40

Usulan Bantuan Sosial secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 daq

Pasal 39 disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda disertﬁi surat I‘Ek()mendaSl
paling lambat sebelum RKPD atau Perubahan RKPD ditetapkan.

Paragraf 4
Pengusulan Calon Penerima Bantuan Sosial
Berupa Barang

Pasal 41

(1) Individu, keluarga, masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah dapat
mengajukan usulan tertulis Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang
kepada Bupati Cq. Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi paling lambat sebelum

RKPD atau Perubahan RKPD ditetapkan.

(2) Usulan tertulis dari individu, keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berupa:
a. proposal, paling sedikit memuat:
1. identitas pengusul;
2. alamat pengusul,
3. maksud dan tujuan; dan
4. kebutuhan barang.
b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
2. surat pernyataan tanggung jawab.

(3) Usulan tertulis dari lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berupa:
a. proposal, paling sedikit memuat:
1. identitas pengusul;
2. alamat pengusul,
3. latar belakang;
4. maksud dan tujuan; dan
5. kebutuhan barang.
b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua/pimpinan/sebutan lainnya
Lembaga non pemerintah;
2. fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat
pengesahan dari Kementerian yang membidangi hukum atau Keputusan



(1)

(3)

(4)

(5)

atau Keputusan Bupati tentang pembentukan organisasi/

lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;

3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Paja‘k_ (NPWP); .
4. fotokopi surat keterangan domisili lembaga dari ke

setempat;

5. fotokopi
berwenang;

6. fotokopi sertifika
sewa bangunan /gedung a
masa berlaku sewa minima

7 surat pernyataan tanggung jawa

Gubernur

lurahan/desa/kampung

lembaga dari instansi yang

1zin operasional/tanda daftar

can tanah atau bukti perjanjian

t tanah/bukti kepemilil .
tau dokumen lain yang dipersamakan dengan

1 2 tahun; dan
b bermaterai cukup.

Paragraf 5
Evaluasi Usulan

Pasal 42

Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan

Pasal 41 melakukan cvaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan
usulan Bantuan Sosial secara tertulis dan dokumen terkait lamnya serta unmk

menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian

administrasi dan peninjauan lapangan.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi membentuk Tim Evaluasi.

Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim
Evaluasi untuk meneliti kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan Bantuan

Sosial yang dituangkan dalam hasil penelitian administrasi.

ana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di lokasi
Tim Evaluasi untuk meneliti kesesuaian antara

kta di lapangan dan dituangkan dalam berita
i dan pengusul

Peninjauan lapangan sebagaim
pengusul Bantuan Sosial oleh
usulan Bantuan Sosial dengan fa
acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh Tim Evaluas

Bantuan Sosial.

Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap

| sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD Pemberi

usulan Bantuan Sosia
atau mengikutsertakan unsur

Rekomendasi dapat melakukan koordinasi dan/
SKPD terkait lainnya.

Bentuk hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
bentuk berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tercantum dalam Format 2.1 dan Format 2.2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi
membuat dan menyampaikan surat rekomendasi Bantuan Sosial berupa uang

atau barang tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda.



dimaksua paua cyws =y
daerah.

ala SKPD Pemberi Rekomendasi sebagaim'f\na dimaksud
n Kepala Bappeda sebagaimana dimaksud pada

(3) Surat rekomendasi Kep
tuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam

pada ayat (1) dan pertimbanga
ayat (2) menjadi dasar pencan
rancangan RKPD atau Perubahan RKPD.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Q276 > komendasi ;
(4) Kepala SKPD Pemberi RE¥O dan material terhadap evaluasi dan

bertanggung jawab penuh secara formal :
rekomendasi atas usulan pemberian Bantuan Sosial.
(5) Pencantumarn alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi
anggaran Bantuan Sosial berupa uang atau barang.

(6) Bentuk rekomendasi Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada

alat Sl) tercantum dalam Format 4.1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

(1) Untuk Bantuan Sosial berupa barang, surat rekomendasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (1) paling sedikit memuat:
a. jenis barang;
b. volume; dan
c. harga satuan barang.

(2) Harga satuan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diusulkan oleh
Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi sebagai komponen dalam penganggaran
belanja Bantuan Sosial berupa barang.

(3) Bentuk rekomendasi Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Format 4.2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Penganggaran dan Pelaksanaan

Pasal 45

(1) Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan Bantuan Sosial berupa
barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran
Bantuan Sosial yang direncanakan dalam APBD atau Perubahan APBD sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi menganggarkan Bantuan Sosial yang
direncanakan berupa uang dan barang ke dalam RKA-SKPD yang dirinci menurut
objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Pemberi Rekomendasi.



(1)

(3)

Pelaksanaan ang
berdasarkan atas

Kepala SKPD Pemberl
penerima d
Qanun tent
Penjabaran
(2) Pencantuma
Sosial yang

Pasal 47
aftar penerima, alamat
n berdasarkan

" Rekomendasi menetapkan d
ntang

i i denga
tuan Sosial yang direncanakan .
bl an APBD Perubahan dan Peraturan Bupatt te

erubahan APBD.

erima, alamat penerima dan besaran Bantuan
mana dimaksud pada ayat (}) tercantum dalam
ang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan

an besaran
ang APBD/ Perubah
APBD/Penjabaran P
n daftar nama pene
direncanakan sebagal
Lampiran Peraturan Bupati tent
APBD.

Bentuk Lampiran Per
tercantum dalam Forma

aturan Bupati sehagaimana d.irr}aksud pada ayat (2)
t 13 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 48
uan Sosial yang direncanakan berupa uang dan barang

: Bant
garat PA-SKPD.

DPA-SKPD atau Perubahan D

Pasal 49

1an Sosial berupa uang atau barang didasarkan pada

(1) Penetapan penerima Bantu
bahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Qanun tentang APBD/Peru
APBD/Penjabaran Perubahan APBD.

rima Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat

Daftar pene
diserahkan ditetapkan dengan Keputusan

(1), disertai besaran uang yang akan
Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi.

berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat

Daftar penerima Bantuan Sosial
dan harga satuan barang yang akan diserahkan.

(1), disertai jenis barang, volume

a Bantuan Sosial

Kebenaran data dan keabsahan dokumen persyaratan penerim
(2) dan ayat (3)

berupa uang atau. barang sebagaimana dimaksud pada ayat
menjadi tanggung jawab Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi.

Paragraf 7
Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang

Pasal 50

Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang mengajukan surat
1 kepada Bupati Cq. Kepala SKPD Pemberi

permohonan pencairan Bantuan Sosia

Rekomendasi dilengkapi dokumen administrasi, meliputi:

a. surat usulan pencairan Bantuan Sosial yang dilengkapi Rencana Anggaran
Biaya (RAB) penggunaan Bantuan Sosial sesuai daftar nama penerima, alamat
penerima dan besaran Bantuan Sosial.

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

c. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
dibubuhi cap dan ditandatangani penerima

d. kuitansi bermaterai cukup,
Bantuan Sosial;

e. pakta integritas bermater

f. dokumen administrasi
undangan jika diperlukan.

ai cukup; dan

lainnya sesuai perundang-

ketentuan peraturan

Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam

rangkap 2 (dua).



Kall e e o

sial yang direncana .
sekaligus dan/a

kan secara tau bertahap.

ntuan So

lan pencairan Ba
(3) Usulan | 1) dapat dilaksana

dimaksud pada ayat (

men administrasi sebagaimana

' i tuan Sosial yang doku .
) e D e o Ba?Q)u dinyatakan lengkap dan sah oleh SKPD Pembert1

i d da ayat .
(Iig?{ifnsg;dals)? maia Kepala SKPD Pemberl Rekome;da;;’r ém;m;z?;n/(:irg
ika i tertulis kepada e

nyampaikan surat rekomendasi secara : v
{{neegigtaanantuan gosial berkenaan d dahara Pengeluaran pada SKP

an Ben '
Pemberi Rekomendasi dalam rangka penc an Sosial berupa uang.

airan Bantu

sertai dengan Pakta

maksud pada ayat (4) di
1) huruf e.

istrasi sebagaimana di
a dimaksud pada ayat (

(5) Dokumen admin :
kup sebagaiman

Integritas bermateral cu
eri Rekomendasi bertanggung jawab penuh secara formal dan

la SKPD Pemb
(6) Kepala gaimana dimaksud pada ayat (1).

material atas pencairan seba
huruf € tercantum

as sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(7) Bentuk pakta integrit sud
Peraturan Bupati ini.

dalam Format 8.2 Lampiran

Pasal 51

(1) Pencairan Bantuan Sosial diproses oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran dan PPK-
isme pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas

SKPD sesuai dengan mekanism
Umum Daerah ke nomor rekening bank penerima Bantuan Sosial.
menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada

(2) Bendahara Pengeluaran SKPD
atausahaan Keuangan SKPD berdasarkan:

Kepala SKPD melalui Pejabat Pen

a. DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD;
b. Keputusan Kepala SKPD tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial;

c. pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e; dan
d. fotokopi rekening bank yang masih aktif.

ud pada ayat (2) dinyatakan

(3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaks
M-LS untuk ditandatanganai

lengkap oleh PPK-SKPD, PPK-SKPD menyiapkan SP
oleh Kepala SKPD.

(3), maka Kuasa

(4) Setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat
Sosial ke

BUD menerbitkan SP2D-LS dan selanjutnya mentransfer dana Bantuan
nomor rekening bank penerima Bantuan Sosial.

M-LS dan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

(5) Penerbitan SPP-LS, SP
suai ketentuan peraturan perundang-

ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan se
undangan.

Paragraf 8
Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Barang

Pasal 52

a Anggaran melakukan proses
bahan DPA-SKPD berdasarkan
ai pengadaan

Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi selaku Penggun
pengadaan barang/jasa sesual DPA-SKPD atau Peru
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengen

barang/jasa.



Pasal 53
a SKPD Pemberi

dilakukan oleh Kepal _
gkapi dokumen

2] berupa barang g
S P gosial setelah dilen

antuan S0
Bantuan

kepada penerima
gai berikut:

(1) Penyerahan B
Rekomendasi

administrasi seba : .
berita acara serah terima permaterai cukl

Kepala SKPD selaku Pengguna Anrggaran ¢
b. fotokopi Kartu Tanda Pendpduk (KTP);
c. pakta integritas bermateral cukup; dan
d. persyaratan lain sesuai ketentuan

diperlukan.

i cap dan ditandatangani

1p, dibubuh '
Sosial;

- lan penerima Bantuan

peraturan perundang—undangan jika

(2) Dokumen administrasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam

rangkap 2 (dua).
nistrasi sebagaimana

umen admi :
ahan Bantuan Sosial

ma Bantuan Sosial yang dok

Terhada eneri
(3) Terhacap b (1) dinyatakan lengkap, maka penyer

dimaksud pada ayat
dapat dilakukan.

Paragraf 9
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 54

a uang dan Bantuan Sosial berupa

Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berup
tuan Sosial kepada Bupati Cq.

barang menyampaikan laporan penggunaan Ban
Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi.

Pasal 55

sial berupa barang/jasa dicatat sebégai

Bantuan Sosial berupa uang dan Bantuan So
kegiatan dan sub kegiatan pada

realisasi belanja Bantuan Sosial dalam program,
SKPD Pemberi Rekomendasi.

Pasal 56

(1) Pertanggungjawaban SKPD Pemberi Rekomendasi atas pemberian Bantuan Sosial

meliputi:
a. usulan dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Bupati Cq. Kepala SKPD

Pemberi Rekomendasi;
b. Keputusan Kepala SKP

penerima Bantuan Sosial;
c. pakta intergritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa

Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan,
bertanggung jawab penuh baik secara formal dan material atas penggunaan

Bantuan Sosial; dan
d. bukti transfer atas pemberian Bant
serah terima/bukti serah terima

berupa barang.

D Pemberi Rekomendasi tentang penectapan daftar

uan Sosial berupa uang atau berita acara
barang atas pemberian Bantuan Sosial

a Bantuan Sosial yang direncanakan bertanggung jawab secara formal

(2) Penerim
n Bantuan Sosial yang diterimanya.

dan material atas penggunaa



(3) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi: .
a. laporan penggunaan Bantuan Sosial; |
b. surat pernyataan tanggung jawab yacllng menyat;allka. oa
ang diterima telah digunakan sesual dengan usulan; d ]
c }éuk%i—bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perungaqg
' undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan berita

acara serah terima/ bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial

berupa barang.

n bahwa Bantuan Sosial

j ai i ¢ t (3) huruf a dan huruf b
4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) _
“ disampgagikail kepada Bupati Cq. Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi untuk

Bantuan Sosial berupa uang dan Bantuan Sosial berupa barang.

pada ayat 4) disampaikan paling

j aimana dimaksud _
(5) Pertanggungjawaban sebagaima ) e tukan lain

lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan
sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(6) Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi melakukan monitoring dan evaluasi dalam

rangka evaluasi penggunaan Bantuan Sosial berupa uang dan/atau percepatan
penyampaian laporan penggunaan Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

(7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ disimpan dan
dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 57

Bantuan Sosial berupa uang dan Hibah barang/jasa dicatat sebagai realisasi belanja
Bantuan Sosial dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD Pemberi
Rekomendasi.

Pasal 58

Realisasi Bantuan Sosial dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan
atas Laporan Keuangan SKPD Pemberi Rekomendasi sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Bagian Ketiga
Bantuan Sosial yang Tidak Dapat
Direncanakan Sebelumnya
Paragraf 1
Pengusulan

Pasal 59

(1) Individu dan/atau keluarga dapat menerima Bantuan Sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya berupa uang dengan mengajukan surat usulan tertulis
atau berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

(2) Usulan tertulis dari individu dan/atau keluarga atau surat keterangan dari
pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati Cq. Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi untuk mendapat
persetujuan secara tertulis setelah dilakukan verifikasi dan mendapatkan surat
rekomendasi dari SKPD Pemberi Rekomendasi.



(3) Kepala SKPD.
Bantuan Sosial
sebagaimana dima

(

ksanaan pemberia )
4) Pelaks P | tahapan sebagaimana

surat usulan teiiuns

nengajukan
canakan sebelumnya

Pemberi Rekomendasi dgpat 1 :
perupa uang yang tidak dapat diren
ksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b.

dimaksud pada ayat (@)

sebagaimana
s d dalam Pasal 42.

n rekomendasi !
dimaksu

mutatis mutandis sesual

Bantuan Sosial yang tifi
dalam kelompok Belanja

Pagu a
sebagai

Paragraf 2
Penganggaran

Pasal 60

a uang dianggarkan

ak dapat direncanakan sebelumnya berup
Tidak Terduga.

Pasal 61

lokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat dil‘eﬁCQanQn SebﬁhlmHYﬂ

mana dimaksud dalam Pasal 60 tidak boleh melebihi pagu alokasi anggaran
Bantuan Sosial yang direncanakan.
Paragraf 3
Pencairan
Pasal 62

(1) Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, pencairannya

diajukan oleh Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi dengan tata cara sebagai

berikut:
a. Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1

(satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada Kepala

SKPD Rekomendasi paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

Pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada
individu dan/atau keluarga berdasarkan DPA-SKPD Belanja Tidak Langsung pada
SKPD Badan Keuangan Daerah dengan dilampiri surat rekomendasi dari Kepala
SKPD Pemberi Rekomedasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).

Pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD sebagai BUD sebagai Juru Bayar dengan

mekanisme pembayaran langsung (L) sesuai ketersediaan anggaran.

Pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud
kapi dokumen administrasi, meliputi:

pada ayat (2) harus dileng
gung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran Kepala SKPD

a. Surat Penyataan Tang

Pemberi Rekomendasi;
b. fotokopi Kartu "Tanda Penduduk (KTP); dan

c. fotokopi rekening bank yang masih aktif; dan/atau
d. kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani penerima

Bantuan Sosial.
(4) dibuat dalam

Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
dari Kepala

rangkap 2 (dua) dan dilengkapi dengan surat rekomendasi pencairan
SKPD Pemberi Rekomendasi kepada PPKD selaku BUD.



1 tuan Sosial yang dokumen AQImiIsu e ov=—om
O e D ya Band&yatakan lengkap oleh PPKD selaku BUD, maka PPKD

dimaksud pada ayat (3) o , Sosial yang tidak dapat
selaku BUD memproses pencairan dana Bantuan 2 ‘Belanja Tidak

enin
direncanakan sebelumnya dengan membebankan pada rek

Terduga.
nakan sesual

ran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksa

7} Proses pencai
g aturan perundang—undangan.

ketentuan per
mana dimaksud pada ayat (1)

han Belanja (RKB) sebagai ESU
uran Bupatt mnt.

Format 15 Lampiran Perat

gung Jawab Mutlak Pengguna Angg
sebagaimana dimaksud -p'ada ayat
Peraturan Bupati ini.

(8) Format Rencana Kebutu

huruf a tercantum dalam
aran Kepala

t Surat Penyataan Tang (4) huruf a

ekomendasi
ampiran

(9) Forma
SKPD Pemberi R
tercantum dalam Format 16 L

Paragraf 4
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 63

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang dicatat
sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada pada SKPD Badan Keuangan

Daerah selaku SKPKD/PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 64

(1) Pertanggungjawaban Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi atas pemberian Bantuan

Sosial yang tidak dapat direncanakan meliputi:

a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial atau surat
keterangan dari pejabat berwenang kepada Bupati Cq. Kepala SKPD Pemberi
Rekomendasi atau usulan/permintaan tertulis dari Kepala SKPD Pemberi
Rekomendasi; dan

b. bukti transfer/serah terima uang/ kuintansi atas pemberian Bantuan Sosial
berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial

berupa barang.

(2) Penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang
bertanggung jawab secara formal dan meterial atas penggunaan Bantuan Sosial

yang diterimanya.

(3) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi:
a. laporan penggunaan Bantuan Sosial,;
b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa Bantuan

Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-
undangan bagi penerima Bantuan Sosial yang tidak direncanakan berupa

uang.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan
kepada Bupati Cq. Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi untuk Bantuan Sosial
yang tidak direncanakan berupa uang paling lambat tanggal 31 Desember Tahun
Anggaran Berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan

perundang undangan.



(5)

(1)

(1)

(1) Penerima Hibah atau Bantuan Sosial dilarang:

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan
dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 65

Realisasi Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
dicantumkan dicatat sebagai realisasi Belanja Tidak Terduga dalam program,
kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang melaksanakan fungsi SKPKD/PPKD.

Realisasi Bantuan Sosial dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan
Catatan atas Laporan Keuangan pada SKPD yang melaksanakan fungsi
SKPKD/PPKD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB YV
AUDIT

Pasal 66

Penggunaan Hibah oleh penerima Hibah dan Bantuan Sosial oleh penerima
Bantuan sosial berupa uang dengan nilai diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik paling lambat 15 (lima belas) hari
kerja setelah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan selesai kecuali yang telah
dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional (BPK RI atau APIP).

Audit dana Hibah dan Bantuan Sosial yang dilakukan oleh akuntan publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain kesesuaian
penggunaan dana dengan proposal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundangan-undangan.

Pasal 67

Penunjukan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)
dilakukan oleh penerima Hibah atau Bantuan Sosial dengan biaya dibebankan
kepada penerima Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan asas kepatutan dan

kewajaran.

Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akuntan publik
yang terdaftar pada asosiasi profesi yang sudah ditunjuk oleh Kementerian

Keuangan.

aksud dalam Pasal 66 ayat (2) disampaikan oleh
Sosial kepada Bupati Cq. Kepala SKPD
hari kerja setelah diterima laporan

Hasil audit sebagaimana dim
penerima Hibah atau dan Bantuan S0
Pemberi Rekomendasi paling lambat 5 (lima)

audit.

BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 68

a. mengalihkan dana Hibah atau Bantuan Sosial yang diterima kepada pihak

lain; dan



b. menggunakan dana Hibah diluar kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan

proposal/ NPHD.
i i i g .41 tidak melaksanakan kegiatan/sub

2} Apabila penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak 1r ' .
2 kSgiatan dan/atau melaksanakan kegiatan/sub kegiatan tidak sesual.dengg'n
proposal /NPHD yang diusulkan, maka penerima Hibah atau Ban(gl.lan’ Sosw;l Waﬁb
ali d Hibah atau Bantuan gosial yang diterima cepada
e upaten kening Kas Umum Daerah

Pemerintah Kabupaten Siak dengan cara disetor ke Re _
paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan, kecuali

ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

idak mengembalikan dana Hibah
da ayat (2) dan/atau terlambat
aan dan/atau laporan audit
dan/atau penolakan dalam
Sosial pada

atau Bantuan Sosial t
gaimana dimaksud pa
laporan penggun

Pasal 66, penundaan
Hibah atau Bantuan

(3) Dalam hal penerima Hibah
atau Bantuan Sosial seba
atau tidak menyampaikan
sebagaimana dimaksud dalam :
pengajuan usulan dan/atau pencairan
pengajuan atau usulan berikutnya.

(4) Dalam hal penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak mengembalikan dana Hibah
atau Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau terlambat
atau tidak menyampaikan laporan penggunaan dan/atau laporan audit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dapat dikenai sanksi administratif
ataupun sanksi lain dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 69

1) SKPD Pemberi Rekomendasi melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian
Hibah dan/atau Bantuan Sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan Inspektur paling lambat tanggal 10 bulan

Januari tahun anggaran berikutnya.

Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(3) Laporan hasil
ercantum dalam Format 14 Lampiran Peraturan Bupati ini.

sebagaimana t

mberi Rekomendasi tidak melakukan monitoring dan evaluasi

atas pemberian Hibah dan/atau Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun
pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain dan/atau sanksi pidana sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal SKPD Pe

BAB VIII
PENDAFTARAN, PENGUSULAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
MELALUI SISTEM BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 70

m informasi berbasis elektronik, proses pendaftaran,

pengusulan, penganggararn, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari APBD dilaksanakan melalui sistem informasi berbasis

elektronik.

(1) Dalam hal telah tersedia siste



(2) Pelaksanaan pendaftaran, pengusulan, penganggaran, pelaksanaan

dan

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi
pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD melalui sistem
informasi berbasis elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013

Nomor 33);dan

b. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Siak Nomor 33 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Belanja
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016

Nomor 92),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

‘ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

etapkan di Siak Sri Indrapura
da tanggal 219  Juni 2021

Q PATI SI ,_Q

Drs. H. FAN USMAN, M.Pd

Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 59



FORMAT 1

FORMAT 2.1
FORMAT 2.2
FORMAT 2.3

FORMAT 3
FORMAT 4.1
FORMAT 4.2
FORMAT 5
FORMAT 6
FORMAT 7.1
FORMAT 7.2
FORMAT 8.1
FORMAT 8.2
FORMAT 9
FORMAT 10
FORMAT 11

FORMAT 12

FORMAT 13

FORMAT 14
FORMAT 15

FORMAT 16

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor $9 Tahun 2021
Tanggal 29 Juni 2021

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGUSUL
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

KEPUTUSAN KEPALA SKPD PEMBERI REKOMENDASI
TIM EVALUASI ATAS USULAN HIBAH/BANTUAN
SOSIAL*) DAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
ATAS PEMBERIAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL¥)
BENTUK SURAT PENOLAKAN HIBAH/BANTUAN
SOSIAL BERUPA UANG DAN BARANG/JASA

BENTUK REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL
BERUPA UANG

BENTUK REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL
BERUPA BARANG/JASA

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH DITERIMA

SURAT PERMOHONAN PENANDATANGANAN NPHD
HIBAH BERUPA UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA
UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA
BARANG/JASA

PAKTA INTEGRITAS HIBAH

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG /JASA
LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL
SURAT  PERNYATAAN  TANGGUNG  JAWAB
PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL

USULAN KEPALA SKPD BANTUAN SOSIAL YANG
DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU DAN/ATAU
KELUARGA BERUPA UANG

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA DAN
BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB) BANTUAN
SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGGUNA ANGGARAN SKPD PEMBERI
REKOMENDASI.




FORMAT 1

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG J AWAB PENGUSUL

KOP SURAT
(PENGUSUL HIBAH/ BANTUAN SOSIAL)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

an di pbawah ini:

........

Yang pertanda tang
Nama

No. KTP

Alamat

Jabatan
Nama Badan/ Lembaga/Ormas

Alamat Badan/Lembaga JOEM@S © vvvessressssnsess o000

..............................
......................................

.....................................
......................................

...................................

--------

Saya selaku " Ketua/Pimpinan/ Kepala*) .....................
(Badan/ Lembaga/Ormas Pemohon Hibah/Bantuan Sosial), dengan ini menyatakan

bahwa:

1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran data yang diajukan di
dalam proposal hibah/bantuan sosial*) untuk Tahun Anggaran ............. dan
apabila dikemudian hari ternyata ditemukan data yang tidak benar, maka
saya siap bertanggung jawab dan menanggung segala konsekuensi hukum

yang timbul.
2. Akan menggunakan bantuan sesuai dengan proposal dan bertanggungjawab

atas penggunaannya secara formal dan materiil apabila mendapatkan
bantuan dari Pemerintah Kabupaten Siak.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur
paksaan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Siak Sri Indrapura, ..........cc
Nama Jabatan
(materai cukup)

Nama Jelas



FORMAT 2.1
AN ADMINISTRASI

ENGKAP .
ITIAN KEL Hibah /Bantuan Sosial*)

HASIL PENEL

dan Lembaga/ Ormas Penerima
(Nema B2 / TAHUN ANGGARAN....cooeeee
NOMOR .cooeemreeeer
i ini . tanggal ..o pulan ..o e
Pada har ™ ........ a.l 3 %r%mg pertanda tangan di bawah 101

EAIUTL <oeoeeereeesseess S0

e

Berdasarkan Surat Tugas Kepala SKPD

SKPD Pemberi Rekomendasi) NOmoOT ...........cr tanggal ........
telah melakukan penelitian administrasi terhadap:

.........................................................

Nama (Badan/Lembaga/Onnas) :
Alamat (Badan/ Lembaga/ Ormas):

.........................................................

Dengan hasil sebagai berikut:

—////—T—f‘—-‘
[ Tidak |
Tidak Keterangan

No. Data Administrasi Ada
] | Ada |
ulan Hibah/Bansos | _

e —

A. "Kelengkapan Pro osal Us

1. [ Identitas dan alamat pengusul
2. | Latar belakang _ B ]
3. | Maksud dan tujuan ] o
4. | Rincian rencana kegiatan (jadwal
elaksanaan kegiatan o

5. | Rincian rencana penggunaan hibah/ pansos |

| (rincian anggaran biaya)

B | Dokumen Administrasi )
1. | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

ketua/pimpinan, padan, lembaga atau

organisasi kemaszarakatan*)
dirian badan

5. | Fotokopi Akta Notaris pen
hokum yang telah mendapat pengesahan

dari kementerian yang membidangi hukum
atau Keputusan Gubernur atau Keputusarn
Bupati tentang pembetukan
organisasi/badan /lembaga/ormas atau
dokumen lain yang dipersamakan*)




e

Data Administrasi

berwenang” »
Fotokopi sertifikat tanah/ bukti kepemilikan
tanah  atau pukti perjanjian sewa
bangunan/ gedung dengan jangka waktu
. imal 2 (dua) tahun atau dokumen

s
lain yang diEersamakan*) i
tanggung jawab

' Surat pernyataan
bermaterai cukup®

Salinan rekening pbank
lemmbaga atau

yang masih aktif atas

nama badan, organisasl

kemas arakatan

Fotokopi gK kepen
ang di ersamakan* B
Bantuan yang pernah diterima tahun

sebelumnya apabila ada (tanda terima

laporan pertanggungj awaban})
Demikian laporan int dibuat dengan sehenarnya dan agar dapat dipergunakan

sebagamana mestinya.

gurusan atau dokumen

Catatan:
o .
) disesuaikan dengan status /kedudukan kelembagaan pemohon

Ketau Tim Evaluasi,

(Nama Jelas)
NIP .oocoiieeenns



FORMAT 2 2
BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGA N sosial®
(Nama Badan/ Lembaga/ Ormas Penerima Hibah/Ban
TAHUN ANGGARAN .............
NOMOR ..oooemeere
.......... bulan
(ange e pawah 1M1

L //
Berdasarkan Surat Tugas Kepala SKPD (nama SKPD Pemberi Rekomendasi)
tanggal ... bulan .....eoeeeeeees tahun

_ NOIOL  cevvreerrnes
1an lapangan terhadap:

.........................................................

Nama (Badan/Lembaga/Onnas) :
Alamat (Badan/ Lembaga/ Ormas):

.........................................................

Dengan hasil sebagai berikut:
A//’/Wﬂ
No Data Administrasi Sesuai Sl ak | Keterangan
esuai
A. | Kelengkapan pro osal usulan hibah/bansos |
1. | Identitas dan alamat Eeng}sul
5. | Latar belakan B i
3. | Maksud dan tujuan .
4. | Rincian rencana kegiatan (jadwal pelaksanaan
kegiatan) ]
5. | Rincian rencana penggunaan hibah/bansos
o

| (rincian anggaran biaya)
[

B. | Dokumen Administrasi
Tanda Penduduk (KTP)

1. | Fotokopi Kartu
"‘badan, lembaga atau

Ketua/pimpinan,
organisasi kemasyarakatan *) (aslinya)
5. | Fotokopi Akta Notaris pendirian badan hokum
pengesahan dari

yang telah ~mendapat

kementerian yang membidangi hukum atau
Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati
tentang pembetukan organisasi/ badan/
lembaga atau dokumen lain yang




/’/’/”7’/’}’*’7/7
| Tidak
. . . n
Data Administrast | Sesuai | gesuai Keteranga
badan/lembaga/ormas dari instansi yang
perwenang *) (aslinya) ]
6. | Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan
tanah atau bukti perjanjian sewa
bangunan /gedung dengan jangka waktu sewa
minimal 2 (dua) tahun atau dokumen lain

yang diEersamakan ) !aslinzaj

7. | Surat pernyataan tanggung jawab bermaterai
[

cukup * aslinya
8. | Salinan rekening ban
ama badan, lembaga

e ———

e

k yang masih aktif atas
atau organisasi

n
kemasyarakatan gaslinza)
9. | Fotokopi SK kepengurusan atau dokumen

diersamakan* aslinya
Bantuan yang pernah diterima tahun

sebelumnya apabila ada (tanda terima laporan
gjawaban *

gar dapat

Demikian Berita Acara ini dibua
i t dengan sebe
dipergunakan sebagamana mestinya. g narnya dan &

Catatan:

*) disesuaikan dengan status/ kedudukan kelembagaan pemohon

Pengusul Hibah/Bantuan Sosial*) Ketua Tim Evaluasi
i

(Nama Jelas) (Nama Jelas)



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

KOP SKPD
RI REKOMENDASI)

KEPUTUSAN KEPALA SKPD .oveeneee
(NAMA SKPD PEMBERI REKOMENDASI)
. NOMOR ....coco-

TENTANG

* N
ASI USULAN HIBAH/ BANTUAN SOSIAL*) DA
EVALUASI ATAS PEMBERIAN HIBAH/BANT UAN SOSIALY)

(NAMA SKPD PEMBERI REKOMENDASI)
TAHUNANGGARAN“”

TIM EVALU

TIM MONITORING DAN
SKPD ...oveee

KEPALA SKPD .......... ,
(NAMA SKPD PEMBERI REKOMENDASI)

asi dari Peraturarn Menteri

bahwa sebagai implement
7 Tahun 2020 tentang

Dalam Negeri Nomor 7
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Peraturan Bupati Siak Nomor ... Tahun ... tentang
Pedoman Pemberi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor

Menimbang Toa

........... );

sanakan penelitian atas usulan
erian Hibah dan Bantuan Sosial*) dan
dan evaluasi atas pemberian Hibah dan

al*) diperlukan kerja tim.
an pertimbangan sebagaimana

huruf a dan huruf b perlu
tusan Kepala SKPD......
SKPD Pemberi Rekomendasi) tentang Tim Evaluasi
atas Usulan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*)
dan Tim Monitoring dan Evaluasi atas Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial*) SKPD ..... (Nama SKPD
Pemberi Rekomendasi) Tahun Anggaran .......-

pemb
monitoring
Bantuan Sosi
c. bahwa berdasark
dimaksud pada
menetapkan Kepu

1. “I.Jndang—Undang Undang-Undang Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53

Pembentukan Kabupaten

Tahun 1999 tentang
Pelalawan. Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten

Mengingat



Menetapkan

KESATU

KEDUA

a Negara Republik
Keuangan Negara (Lembaran
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

i Tambahan
ja Tahun ,
e par Republik Indonesia Nomor 4355);

- 2004 tentang

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
eaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
baran Negara Tahun 2004

an Negara (Lem
oo : ( Lembaran Negara Nomor

Nomor 66, Tambahan

4400);
5 Undezng—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
. Antara Pemerintah Pusat

Perimbangan Keuangan
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 0014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
7020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita  Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Bupati giak Nomor ... Tahun ... tentang
Pedoman Pemberi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor ...... )

MEMUTUSKAN

Menunjuk dan mengangkat yang nama yang tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluator
dan Tim Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial*) SKPD
............ (Nama SKPD Pemberi Rekomendasi) Tahun

Anggaran ....... v
Tim Evaluasi atas us lan Hibah dan Bantuan Sosial

bertugas untuk:
a. Meneliti administrasi kelengkapan dan keabsahan



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

erima Hibah dan Bantuan Sosial®);

C 1Iz/[e:nuamg;kan hasil pelaksanaan penelitian
. administrasi dan peninjauan lapangan dalam
d ﬁgg;?;r;lpaikan laporan pelaksanaan peneliti:ln

. adrhinistrasi dan peninjauan lapangan kepada Kepald

SKPD Pemberi Rekomendas! ...+ . .
Tim Monitoring dan Evaluasi atas pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial bertugas untuk: . .
a. Melakukan monitoring dan evaluasl atas 'pembe.rlzlll
Hibah dan Bantuan Sosial kepada Penerima Hib

dan Bantuan Sosial*) gsesuai dengan ketentuan yang

perlaku; melalkukan peninjauan

b. Jika dianggap perlu, .
lapangan ke lokasi Penerima Hibah dan Bantuan

Sosial*);
. Menuangkan
Evaluasi dalam laporan;

d. Menyampaikan laporan pdaksanaan Monitoring dan‘
Evaluasi kepada Kepala SKPD Pemberi Rekomendast

nasil pelaksanaan Monitoring dan

........

Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya aktivitas
Evaluasi atas usulan Hibah dan Bantuan Sosial*) serta
aktivitas Monitoring dan Evaluasi atas Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial*) SKPD .......... (Nama SKPD
Pemberi Rekomendasi) ini dibebankan pada DPA-SKPD
(Nama SKPD Pemberi Rekomendasi) ahun Anggaran

Keputusan Kepala SKPD....... (Nama SKPD Pemberi
Rekomendasi) ni berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan tanggal 31 Desember .........
Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Tim
Evaluator dan Tim Monitoring berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal .........-

Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi

(Nama Jelas)
NIP oovieeenns



TIM EVALUASI AN SOSALY
SULAN PEMBERIAN HIBAH DAN BA
US‘JIEPD ........ (NAMA SKPD PEMBERI REKOMENDAS])

Nama NIP i Jabatan dan Tim

No | *"@r® —

Kepala SKPD ‘
Pembert Rekomendast,

(Nama Jelas)
NIP .o

TIM MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIALY)

SKPD ........ (NAMA SKPD PEMBERI REKOMENDASI)
No Nama NIP Jabatan dan Tim
Kepala SKPD

Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas)
NIP coeiinne



FORMAT 3

KAN PERMOHONAN HIBAH/ BANTUAN SOSIAL*) BERUPA

(BENTUK SURAT PENOLA
UANG DAN BARANG/JASA)

s KOP SKPD
NOIOT  © eveesseoseesaeons o insss | smssrsis s s 20...
SIfAt 1 eeeeereeerrenesenenennennsnnnee
LAMPITAN [ cooerrnreesesmsnssssinnnsssemssinsseees Kepada
Hal . Penolakan Permohonan Yth. Pemohon Hibah/
Hibah /Bantuan Sosial *) Bantuan Sosial
di-
Siak Sri Indrapura

Sehubungan dengan permohonan pemohon Hibah/ Bantuan
Sosial*) yang diajukan kepada Bupati Cq. Kepala SKPD Pemberi
Rekomendasi ........... sesuai surat NOmMOT ......ccooeceeiimnineen tanggal

.......................... BAl oovvviisseeeieenairneenn.. dan setelah dilakukan penelitian

administrasi dan peninjauan lapangan, dengan ini disampaikan
permohonan hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud tidak dapat

diproses.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.

Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas)
NIP ..ot

Tembusan:
1. Bupati Siak
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

# pilih salah satu



FORMAT 4.1
(BENTUK REKOMENDASI HIBAH /BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG)

KOP SKPD
........... 20.........
NOIIOT & eeeresseessmsmemscsmsssssssinssses T
QIHAt 1 eeeereeereeresseenessseneneninnenne
i Kepada

LAMIPITAN  ©  cevverrrmosennnessnmesenemseserinest o
Hal i . Rekomendasi Pengusulan Yth. Bupati Siak

Hibah/Bantuan Sosial berupa  Cq. Kepala Bappeda Kabupaten

Uang*) (Sllak

1_

Siak Sri Indrapura

Sehubungan dengan permohonan pemohon hibah/bantuan

sosial’) yang Qia]ukan kepada Bupati Cq. Kepala SKPD Pemberi

Rekomendasi ............. setelah dilakukan peneﬂt;an aclmmiétmgl dﬂn
peninjauan lapangan, dengan ini direkomendasikan kepada penerima
hibah /bantuan sosial*) sebagaimana rincian terlampir.

Untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya
dan saya bertanggungjawab penuh atas keabsahan rekomendasi ini.

Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas)
NIP oo

*) pilih salah satu



DAFTAR REKOMENDASI
= 7Y
juan dan Rencana Kegiatan Ket.

/,TEL.T__,__,
Kegiatan Besaran
Usulan Rekomendasi

R
Tujuan:

Kepala SKPD
Pemberi Rekomendas,

(Nama Jelas)
NIP ..ccoovenennnn



FORMAT 4.2

(BENTUK REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG /JASA)
KOP SKPD
evene 20...
NOMOE & weeossmmeeenmmsmessssssssssssss T
Qifat 1 eeeeeeeesesesessnreennenenn
LAMPITAN 1 eeerrerssesmnssresssn s oty Kepgda o
Hal Rekomendasi Hibah / Yth. Bupati Siak

Cq. Kepala Bappeda Kabupaten
Siak

di-

Siak Sri Indrapura

Bantuan Sosial *) berupa
Barang/Jasa

Sehubungan dengan permohonan pemohon hibah/bantuan
social”) yang diajukan kepada Bupati Cq. Kepala SKPD Pemberti

Rekomendasi ............. sesuai surat NOmMOT ...coocoierrimniienn tanggal

.......................... RAL covvvvivivseeeeeeeenenenns. dan setelah dilakukan penelitian

administrasi dan peninjauan lapangan, dengan ini direkomendasikan

kepada:

Nama T LRRRRARAEE

Alamat P O AR

Jenis Barang/Jasa **) 1 .

Volume S RETERRTLYy

Harga Barang/Jasa **) ! 23 JOTT R
............................................................ )

Untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas)
NIP .............

*) pilih salah satu
**) sesuaikan dengan jenis hibah/bansos (barang/jasa)



FORMAT 5

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT
DAN BESARAN ALOKASI HIBAH DITERIMA

_ S S

No | Nama Penerima Alamat Nomor Identitag’\ Besaran
Penerima Penerima (NIK Hibah (Rp)

dan No. Kartu

Kelurga)

Kepala SKPD

Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas)
NIP ..ccoivinins



FORMAT 6

(SURAT PERMOHONAN PENANDATANGANAN NPHD HIBAH BERUPA UANG)
................. 20......
R
Gifat b e
Do i Yo Kepdl SITD
Hel . (Nama SKPD Pemberi

NPHD @1, cooovnremeseessneses '
(nama pemohon hibah) Rekomendasi)
di-

Siak Sri Indrapura

ah daerah yang diajukan, kami:

..........................

Sehubungan dengan hib
Nama :
Alamat

Nominal sebesar bR e TTYYITLLCLAN

...................................
Ve
.........................................................

dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:
1. Rincian anggaran biaya/rencana penggunaan hibah definitif telah
sesuai dengan rincian anggaran biaya/rencana penggunaan hibah

yang direkomendasikan oleh (Nama SKPD Pemberi Rekomendasi

o, Draft Naskah Perjanjian Hibah Daerah telah sesuai dengan

ketentuan tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor ........... Tahun
................ tentang ....o.oocecevneens (Peraturan Bupati yang mengatur

mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari APBD).

atas, Naskah Perjanjian Hibah Daerah telah

Berkenaan hal tersebut di
a tangani oleh Kepala

kami tanda tangani dan mohon untuk dapat ditand
SKPD Pemberi Rekomendasi ............

Demikian surat permohonan penandatanganan NPHD  ini
disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Penerima Hibah,

(Nama Jelas)



FORMAT 7.1

Pada hari ini ...

II.

~ (NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA UANG)

PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
SKPD PEMEBERI REKOMENDASL ...
DAN
(NAMA PENERIMA HIBAH)
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG

tanggal ....o.ooeeeee

yang bertanda tangan di bawah ini:

NAIA & cvrvrereeerrnrermareernesssesnes . .
Dalam Jabatan scbagai Kepala SKPD Pemberi Rekomendast ..........

(sesuai dengan Nama SKPD dan alamat pejabat penanda tangan\h
oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Siak, untuk selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA

Jabatan e , berkantor di Jin.
................................. dalam hal ini menjalani jabatannya sesuai
surat kuasa pimpinan Instansi/Kepala Daerah yang bersangkutan
(Hibah  untuk Pemerintah/Pemerintah ~ Daerah) dan Pasal
....................... Anggaran Dasar/Akta Pendirian (Hibah untuk
Kelompok Masyarakat/ Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan
akta Nomor ........... yang dibuat di hadapan ............... Notaris di
................ sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Menteri
Hukum dan HAM Nomor ..... yang dimuat dalam Berita Negara
Republik Indonesia Nomor ... Tahun ........... oleh
karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah/Pemerintah Daerah/ Kelompok Masyarakat/ Organisasi
Kemasyarakatan, untuk selanjutnya disebut PTHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana
tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan
terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



awab Keuangan Negara (Lembaran

Tan ng J
Pengelolaan dan g Tambahan Lembaran Negara Nomor

Negara Tahun 2004 Nomor 66,

4400); .
5 Unda)nguUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanet}a;l
' Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47,

embaran Negara Nomor 4503); .

6. Eﬁ:ﬁg—a{?nléang Nomorg 33 Tahun 2004 tentang Perlmt;\?ngan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran %g'ara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3?34@)},1

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 'tentang Pemerintanarn

Daerah (Lembaran Negara Republik Indopesm Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indopesm Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KedL}a aa}lltas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia .
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

' Pengelolaan
8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Q19 tentang
Keuangan Daerah (Lembaran Negara pemlbhk IndOIICSla Tﬂhllﬂ 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Bupati Siak Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pemberi
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak

Nomor ...... );
11. Keputusan Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi ........... Nomor .
Tahun ...... tentang Penetapan Penerima Hibah/Bantuan Sosial

Kepada Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Organisasi
Kemasyarakatan, Kelompok dan Anggota Masyarakat serta Partai
Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran ...... ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan rekomendasi
.................. (Nama SKPD Pemberi Rekomendasi) Nomor ............coooees
Tanggal ......cccovveeenenens , PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian
Hibah benru Uang, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



(1)

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH
PIHAK PERTAMA memberikan Hibah berupa uang kepada PIHAK
KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA

senilai Rp ...oocovvvenens (coeenennnes

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai

(2)
dengan Rencana Penggunaan Hibah/Proposal yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah daerah
ini.
(3) Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertujuan untuk ...
PASAL 2
PENGGUNAAN
(1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sesuai dengan
Rencana Penggunaan Hibah/ Proposal
(2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan
untuk:
No.| Uraian Kegiatan/Penggunaan Jumlah Rp. ]
1. | Nama Kegiatan ................ RP  covvrerenernnsnnnes
(Uraian Belanja) Rp .........
(Uraian Belanja) Rp .........
Contoh:
Belanja Konsumsi Rp 50.000,00
Belanja ATKi Rp 20.000,00
" 2. | Nama Kegiatan ................. Rp cooiiiiiiieiennns

(1)

(2)
(3)

(4

(Uraian Belanja) Rp ..........
(Uraian Belanja) Rp ..........

Contoh:
Belanja Konsumsi Rp 50.000,00

Belanja ATKi Rp 20.000,00
JUMLAH KESELURUHAN

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menerima dana Hibah dari PIHAK PERT.AMA yang
disampaikan melalui rekening Bank PIHAK KEDUA apabila §eluruh
persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi

oleh PIHAK KEDUA. .
PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dana Hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

PIHAK KEDUA menandatangani  Pakta Integritas dan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah.‘

Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada

Ritnoti A Weanala QKW PhH Pemheri Dn\/nmpﬂr‘no; ratror maliniiti lannran



(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(2)

Publik kecuali yang telah dilakukan audit oleh Aparat Pengawas

Fungsional (BPK RI atau APIP).

Audit sebagaimana dimaksud p
kesesuaian penggunaan dana
terhadap ketentuan peraturan per

paling lama 2 (dua) bulan.
Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh

penerima hibah kepada Bupati Cq. Kepala SKPD Pemberi
Rekomendasi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah audit dinyatakan
selesai dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Siak.

PIHAK KEDUA selaku penerima hibah dan objek pemeriksaan,
menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai

peraturan perundang-undangan.

ada ayat (5) mencakup antara lain
dengan proposal dari kepatuhan
undang-undangan dan dilakukan

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA memproses pencairan hibah berupa uang dan
mentransfer ke rekening bank PIHAK KEDUA apabila seluruh
persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana hibah telah
dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

Menunda memproses pencairan hibah berupa uang apabila PIHAK
KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas
pengajuan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
SANKSI

Apabila terdapat sisa anggaran dan/atau tidak dipergunakan sampai
dengan akhir tahun berkenaan maka PIHAK KEDUA wajib
menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu)
bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan selesai
atau paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran
berkenaan.

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan/sub kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/atau melaksanakan
kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan proposal yang diusulkan,
maka harus mengembalikan dana Hibah yang yang telah diterima
kepada PIHAK PERTAMA melalui Rekening Kas Umum Daerah.



Demikian perjanjian hibah ini dibuat dan ditanda tangani di Siak Sri
Indrapura pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua)
masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang
sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar

untuk PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Nama Jabatan Kepala SKPD (Nama SKPD Pemberi

Rekomendasi),

Nama Jelas Nama Jelas

*) bagi penerima hibah instansi pemerintah



FORMAT 7.2

(NASKAH PERJANJIAN HIBA

i DAERAH BERUPA BARANG /JASA)

PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DAN
(NAMA PENERIMA HIBAH)
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA
Pada hari ini' ... tanggal :..:....bulan .............. tahun
................ yang bertanda tangan di bawah 1ni:
Il Nama:O'lll"lll.‘llll.ll!llllll!lllll' ' '
Pemberi Rekomendast ...

II.

Bahwa masing-masing pihak berti
tersebut di atas, secara bersama-sama

Dalam Jabatan sebagai Kepala SKPD
(sesuai dengan Nama SKPD dan alamat pejabat penanda tangan);

oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Siak, untuk selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA

NAA § veeeeereerarineerinirrannnaaasnes
berkantor di Jln.

Jabatar  eeeiriiieiiiiieiaeees ,
................................. dalam hal ini menjalani jabatannya sesuai

surat kuasa pimpinan Instansi/Kepala Daerah yang bersangkutan
(Hibah untuk Pemerintah /Pemerintah ~ Daerah) dan Pasal
Anggaran Dasar/Akta Pendirian (Hibah untuk
Kelompok Masyarakat/ Organisasi Kemasyarakatan) berdasarkan
akta Nomor ........... yang dibuat di hadapan ............... Notaris di
sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Menteri
yang dimuat dalam Berita Negara
Republik Indonesia Nomor ................. Tahun ........... tanggal

dan tambahan Berita Negara Nomor ............... Tahun
............... oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas

nama Pemerintah /Pemerintah Daerah/Kelompok
Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan, untuk selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

.......................

Hukum dan HAM Nomor .....

ndak dalam jabatannya sebagaimana
disebut PARA PIHAK dengan

terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,’
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna.,



k Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

baran Negara Republi
Negara (Lembar g blik Indonesia Nomor 4355);

Negara Repu .
Tambahan Lembaran g p 2004 tentang Pemeriksaan

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
Pengelglaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5. ?Jil?i(;);lg—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); .

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebégaimana telah beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 7015 tentang Perubahan Kedu.a atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomot 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Bupati Siak Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pemberi
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak

Nomor ...... );
11. Keputusan Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi ........... Nomor ....
Tahun ...... tentang Penetapan Penerima Hibah/Bantuan Sosial

Kepada Organisasi Pemerintali/Non Pemerintah, Organisasi
Kemasyarakatan, Kelompok dan Anggota Masyarakat serta Partai
Politik pada Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran ...... ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan rekomendasi
.................. (SKPD Pemberi Rekomendasi) Nomor .........ccceeveeess Tanggal
..................... , PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah
berupa barang/jasa, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



(1)

(1)

(1)

(2)

(3)

Pasal 1
JENIS BARANG JJASA DAN TUJUAN HIBAH

an Hibah berupa barang/jasa.kepada
PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK

ai berikut:

PERTAMA dengan rincian sebag _
Nama Jumlah Spesifikasi Nilai Keterangan
No. Barang/Jasa Barang/Jasa Barang/Jasa Barang/Jasa
——_=—
ST P R
dimaksud pada ayat (1)

Hibah barang/jasa sebagaimana .
dipergunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Hlbah'/PrOposal
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah

erjanjian hibah daerah ini. _ _ '
1l;erjlggunaan belanja hibah barang /jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) bertujuan UNTUK e
Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

berupa barang/aset, maka barang Jaset menjadi miltk PIHAK KEDUA
dan dicantumkan dalam aset/neraca PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA merpberik
PIHAK KEDUA sebagaimana

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menerima Hibah barang/jasa dari PIHAK PERTAMA
dengan jenis/spesifikasi dan jumlah/unit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 Ayat (1) apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan
berkas penyerahan hibah barang/jasa dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan Hibah barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

PIHAK KEDUA menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Penggunaan Hibah Barang/Jasa.

PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan barang/jasa Hibah
hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa Hibah
kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan setelah
menyelesaikan pekerjaan atau paling lambat tanggal 31 Desember
tahun anggaran berkenaan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA segera menyerahkan barang/jasa Hibah, apabila
seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyerahan
barang/jasa Hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan
dinyatakan lengkap dan benar. o

PIHAK PERTAMA menunda penyerahan Hibah barang/jasa apabila
PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan dan kelengkapan
berkas pengajuan dana sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas
penggunaan barang/jasa Hibah berdasarkan laporan

pertanggungjawaban penggunaan barang/jasa Hibah yang diberikan
kepada PIHAK KEDUA.



(2)

Naskah Perjanjian Hibah Daerah; ] .

fotokopi Kartu T anda Penduduk (KTP) Pengurus;

surat pernyataan tanggung jawab bermeterel cukup; dan
persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. . . '

PIHAK KEDUA setelah menerima brang/jasa Hibah (.1ar1 PIHAK
PERTAMA segera melaksanakan penggunaan baracrllg/Jasa sesuail
dengan peruntukannya dan ketentuan perundang-un angan.
Penfferaflan Hibah Daerah dari PIHAK PERTAM{\ kepada PIHAK
KEDUA dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima. :

pooT®

PASAL 5
SANKSI

Dalam hal penerima hibah tidak menggunakan hibah bgrang/ .jasa
sesuai dengan peruntukannya maka harus mengembalikan hibah

barang/jasa yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA. .
Dalam hal penerima hibah tidak mengembalikan dana hibah

dan/atau tidak menyampaikan laporan penggunaan daﬂ}fimu
Laporan Audit, maka dapat dilakukan penundaan dan /atau

penolakan dalam pengajuan usulan dan/atau pencairan hibah dan
/atau bantuan sosial.

Demikian perjanjian hibah ini dibuat dan ditanda tangani di Siak Sri
Indrapura pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua)
masing-masing berma terai cukup dan mempunyai kekuatan hokum yang

sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar
untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Nama Jabatan Kepala SKPD (Nama SKPD Pemberi
Rekomendasi),
Nama Jelas Nama Jelas
NIP.... (bagi penerima hibah NIP

...........

instansi pemerintah)



Format 8.1

(PAKTA INTEGRITAS HIBAH)

KOP BADAN/LEMBAGA/ORMAS

PAKTA INTEGRITAS

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan
Tahun ........... tentang Pedoman
Sosial yang Bersumber dari APBD,

an di bawah ini:

Sesuai Peraturan Menteri Dalam
Peraturan Bupati Nomor........

Pemberian Hibah dan Bantuan
dengan ini kami yang bertanda tang

Nama A
No. K’I‘P/NIP/NRP *) U PRI PPUVRR PR PRRRPEERRCERL

Jabatan b eseeemnnmnnmy
Nama Badan/Lembaga/Ormas ..ottt

Alamat Badan/Lembaga/Ormas © ... NPT REIE

Sebagai penerima hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Siak

Tahun Anggaran ..........coccooivoee. sebesar Rp .ooooiviiiiiiiin
(cerneemeeeeiennn, rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan sebagai

berikut:

No. Uraian Kegiatan /Penggunaan Jumlah Rp.
1. | Nama Kegiatan ................ Rp coiiiiiiiiiinns
(Uraian Belanja) Rp .........
(Uraian Belanja) Rp .........

Contoh:
Belanja Konsumsi Rp 50.000,00
Belanja ATKi Rp 20.000,00

2. | Nama Kegiatan ................. Rp i,
(Uraian Belanja) Rp ..........
(Uraian Belanja) Rp ..........

Contoh: .
Belanja Konsumsi Rp 50.000,00
Belanja ATKi Rp 20.000,00

JUMLAH KESELURUHAN [Rp ....coooveenaneen.

.....................................................................

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Akan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana

hibah yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Siak kepada Bupati
Cq. Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi ... paling lambat tanggal 31
bulan Desember Tahun Anggaran berikenaan;
2. Akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang
diusulkan dan NPHD yang telah ditandatangani serta bertanggung
jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang
diterima.



Demikian surat pertanggungiawaban mutlak ini dibuat di atas geitas
materei secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

giak Sri Indrapura, ..........o
Nama Jabatan
materai cukup

Nama Jelas
NIP ooviieeenns *)

*) Bagl pcncnma hibah instansi pemer'mtah pusat/ pemerintah daerah



Format 8.2
(PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL)

KOP BADAN/ LEMBAGA/ ORMAS

PAKTA INTEGRITAS
. ) d
Qesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 t’;‘;g;r; Qgg((j)ong
Peraturan Bupati NomorI........ Tah;;{l yé.l;.g...é.é.rsumber e PED,

n Hibah dan Bantuan Sos

g bertanda tangan di bawah ini:

Pemberia _
dengan ini kamiyan

-----------
--------------------
-------

Nama

No. KTP
Jabatan

Nama Badan/Lembaga/OTmas ..o
Alamat Badan/Lembaga/Ormas [ .......cccooiunrermnmnmemmmemrenmmssree

..............
---------------------------------

e
uunuunuunn ------ n-unulllll
‘e

Sebagai penerima bantuan sosial berupa uang dari Pemerintah

Kabupaten Siak Tahun ANgaran ........cccoeeesesseroeeeeses sebesar Rp
............................. (ceveivreeereersnnn TUpiah) yang akan digunakan untuk

kegiatan sebagai berikut:

[ No. Uraian Kegiatan/Penggunaan Jumlah Rp.
1. | Nama Kegiatan ................ Rp coieirnineceeenn

(Uraian Belanja) Rp .........

(Uraian Belanja) Rp .........

Contoh:
Belanja Konsumsi Rp 50.000,00
Belanja ATKi Rp 20.000,00

2. | Nama Kegiatan ................. RP corirernnieenneen
(Uraian Belanja) Rp ..........
(Uraian Belanja) Rp ..........

Contoh: ,
Belanja Konsumsi Rp 50.000,00
Belanja ATKi Rp 20.000,00

JUMLAH KESELURUHAN | Rp ......coeeeenennes

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Akan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana
bantuan sosial yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Siak
kepada Bupati Cq. Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi (Nama SKPD)

paling lambat tanggal 31 bulan Desember Tahun Anggaran

berikenaan,
5 Akan melaksanakan kegiatan

Ainenllran yrana talah ditandatanaani certa hartan oo

sesuai dengan proposal yang

na iauamh carara



4. Bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia
apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan/penyalahgunaan
dana bantuan sosial yang diterima.

atas kertas

mutlak ini dibuat di
estinya.

ggung jawaban
gunakan sebagaimana m

Demikian surat pertan
tuk dapat diper

materei secukupnya un
Siak Sri Indrapura, .......-:
Nama Jabatan
materai cukup

(Nama J elas)



FORMAT 9

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA
bulan ....coeeemeeemreeens
T} SRTUTTTTRIPTRY tanggal ....coooooenreneeee ‘ e

f;?\?nhan...l?f ............. Kami yang bertanda tangan di bawah Int:

Nama e

Jabatan : Kepala GKPD vvvvveeeermrrressmsneensmnseses e

AIAMAL  © evsereeeness st

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

NAIMIA 1 coveeeeesnessnsnersmeren al* .................

Jabatan : Penerima Hibah /Bantuan Sosi )

ALAIIAL  § oreseesmsmseessssss s

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Naskah Perjanjian Hihah Daerah Nomor

............................ Tahun ....oovveeeineern... Tanggal L ) PIHAK
PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK
KEDUA menyatakan telah menerima barang dari PIHAK PERTAMA
berupa daftar terlampir:

Nama Jumlah Spesifikasi Nilai Ket
Barang/Jasa | Barang/Jasa Barang/Jasa | Barang/Jasa

Sesuai  dengan

No
1.

Jumlah

Demikianlah berita acara serah terima barang/jasa ini dibuat oleh
kedua belah pihak, adapun barang-barang tersebut dalam keadaan baik
dan jumlah yang cukup, sejak penandatangan berita acara ini, maka
barang/jasa tersebut, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA,
memelihara/merawat dengan baik serta dipergunakan untuk keperluan
(tempat dimana barang itu dibutuhkan).

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Nama Jabatan, Kepala SKPD (Nama SKPD Pemberi
Rekomendasi)
(Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP (bagi penerima hibah instansi NIP .........oes

pemerintah)



FORMAT 10

.......

.................................

AN PENGGUNAAN HIBAH/ BANTUAN SOSIALY)

LAPOR

HIBAH/BANT UAN SOSIAL 4
as)

.................

/\/\/

LOGO
BADAN/LEMBAGA/
 ORMAS

NAMA BADAN/LEMBAGA/ ORMAS
ALAMAT



KATA PENGANTAR
TELAH MENGGUNAKAN DANA

ERMATERAL
B F/RAB/NPHD

PERNYATAAN
BN L SESUAI PROPOSAL DEFINIT]

HIBAH/ BANTUAN SOSIA

DAFTAR ISI
A. Laporan Keuangan gunaan Dana Hibah/Bantuan Sosial (Sesual

. Rekapitulasi Realisasi Peng

B) . . .
(sesuai format di bawah ini)
ana Hibah/Bantuan Sosial

alisasi Kegiatan Penggunaan D

. Rincian Re

(sesuat format dI hawah i

Uraian Anggaran Realisasi
Rincian (Rp) (Rp) Saldo (Rp) | Keterangan
___ Kegiatan P P

Rekening Koran
- Bukti Setoran Pengembalian Sisa Dana Hibah ke Kas Daerah* (jika ada

sisa dana hibah)

B. Laporan Kegiatan /Sub Kegiatan
- Pendahuluan
. Ppelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
. Hasil Pelaksanaan Kegiatan /Sub Kegiatan

C. Penutup
. Kesimpulan

LAMPIRAN-LAMPIRAN
*) Pilih salah Satu



FORMAT 11

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH/
BANTUAN SOSIAL *)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama D i
No. KTP/NIP *) U PP PPPPPP S ST RRL R LY
Jabatan DU PP PP PP PP I S R LA
Nama Badan/Lembaga/OIInas ...y
Alamat Badan/Lembaga/ OImmIas: .......ccoumessmemssssemsss s

Dengan ini menyatakan bahwa dana Hibah/Bantuan Sosial *) dari Pemerintah

Kabupaten Siak Tahun ANgEaran  ..oooenrreneee sebesar Rp
................................................... (rupalh) telah
digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Daerah (NPHD) yang telah
ditandatangani antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan

................................................ (nama badan/lembaga/ormas) *¥)  /Rencana
Anggaran Biaya (RAB) dan Proposal yang diusulkan «x%)  dan saya bertanggung

jawab atas penggunaan dana hibah/bantuan sosial tersebut baik secara pidana
maupun perdata dan tidak melibatkan Pihak Pemerintah Kabupaten Siak.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di atas materai untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Siak Sri Indrapura, ........cooeeveneeen

Nama Jabatan

materei cukup
(Nama Jelas)
*) pilih salah Satu

“*) untuk Hibah
*+) untuk Bantuan Sosial



FORMAT 12

USULAN KEPALA SKPD BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN KEPADA
INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA BERUPA UANG)

KOP SKPD PEMBERI REKOMENDASI

NOMIOE  © eeveeeeessesonunsnsssaessnsss s s iats | sssss st 20...
SEFAt 1 eereeeeeeenenereanenre e
LAMPITAN | eeereeeesermenseseresnsnmnnnnssessssees Kepada
Hal . Usulan Permohonan Yth. Bupati Siak
Bantuan Sosial yang Cq. Kepala Bappeda Kabupaten
Direncanakan Kepada Siak
Individu dan/atau di
Keluarga berupa Uang Siak Sri Indrapura

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan
Peraturan Bupati Nomor........ Tahun ............ tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD,
dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama O
NIP T T RRAREE T
Jabatan e B

Dengan ini mengajukan usulan permohonan bantuan sosial dengan
rincian sebagai berikut:

o Nama Alamat NIK No Kartu Jenis Jumlah
Penerima Penerima Keluarga Kelamin (Rp)

O RN

Bersama surat ini kami lampirkan Surat Rekomendasi.

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai
ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Kepala SKFPD

Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas)
NIP oeiiinnenne



FORMAT 13

No. Nama Penerima Alamat Penerima Jumlah (Ré)
1.

|
\\

, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI

DAFTAR PENERIMA
BANTUAN SOSIAL




FORMAT 14

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

[ APORAN MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH/BANTUAN SOSIAL *)
TAHUN ANGGARAN ......

NAMA SKPD PEMBERI REKOMENDASI
ALAMAT



KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A.

B.

D.

PENDAHULUAN

PELAKSANAAN PROGRAM /KEGIATAN
Rencana/Usulan Kegiatan / Program
(sesuai format di bawah ini)

Uraian
Program/
Kegiatan/Sub
Kegiatan

Anggaran | yeteran
gan
(Rp)

Badan/Lembaga /
Ormas

Realisasi Program Hiba / Bansos *)

sesuai format di bawah ini
( L"T 1

Badan/ Uraian ) .
No. | Lembaga | Program/Kegiatan/Sub An ﬁ%a; an Reg;‘s)a& S(;ld)o
Ormas Kegiatan p P P

Keterangan

HASIL PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

- HASIL PELAKSANAAN PROGRAM /KEGIATAN SECARA UMUM

- HASIL PELAKSANAAN PROGRAM /KEGIATAN YANG
MENUNJANG PROGARM/KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN

SIAK

PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH
- PERMASALAHAN
PEMECAHAN MASALAH

PENUTUP
Kesimpulan
- Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN
*) pilih salah satu



FORMAT 15

RENCANA KEBU
BANTUAN SOSIAL YANG

- I
No. Nama Penerima Alamat Penerima Jumlah (Rp)

Y
T
T
4, —
A

e
e

e

I B

TUHAN BELANJA (RKB})
TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

]

1

e ——

]

Siak Sri Indrapura, ........ceeeeeeee

Kepala SKPD

Pemberi Rekomendasi

materei cukup

(Nama Jelas)



FORMAT 16

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGGUNA ANGGARAN
SKPD .....c.oente (NAMA SKPD PEMBERI REKOMENDASI)

Nama T PO PP PP PP PP TR R LR LA
Jabatan : Pengguna Anggaran

SKPD

..........................................................

Dengan ini menyatakan bahwa dana Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan dari

Pemerintah Kabupaten Siak Tahun ANggaran ........cecceeeenes sebesar Rp
................................................... (ruplah) akan

disalurkan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diajukan dan
saya bertanggung jawab atas penyaluran Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan

tersebut baik secara pidana maupun perdata.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di atas materai untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Siak Sri Indrapura, ............ooenn

Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi

materei cukup

(Nama Jelas)



